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Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia 
(Lemhannas RI) mendapatkan arahan strategis dari Presiden 
Republik Indonesia untuk merumuskan Proyeksi Geopolitik V.

Proyeksi dilakukan dengan mengkaji Lima Pilar Ketahanan 
Nasional guna menegaskan lompatan strategis Indonesia 
dalam mewujudkan visi sebagai kekuatan regional di tahun 
2045.

Hasil kajian disajikan dalam bentuk kumpulan infografis agar 
mempermudah pemahaman atas kelima isu strategis.
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Era Geopolitik (Geo) V ditandai oleh ketidakpastian dinamika geopolitik global. Aktor-aktor besar muncul sebagai penantang 
eksistensi negara adidaya. Di era Geo V, konektivitas menjadi aspek yang berupaya dibangun untuk menyebarkan pengaruh di 
tingkat global. Era Geo V juga ditandai oleh perkembangan teknologi yang masif dan perluasan spektrum ancaman. Dinamika 
tersebut menjadikan sinkronisasi antarinstrumen kekuatan geopolitik menjadi aspek vital yang harus dibangun. 

Geopolitik I-V

Geopolitik
Tarung

Kekuatan Geografi

Space Power Cyber Power

Negara Organik

Land & Sea Power Air Power Instrumen

2.0 1870 Produksi massal
dan Elektrifikasi 

3.0 1970 Globalisasi
dan Otomasi

4.0 Internet and cyber-
physical system

5.0 2020 Human-cyber
physical system

1.0 1780 Mekanisasi

Geo I
Pra Perang Dunia I

Lebensraum

Geo II
Periode Antar Perang 

Dunia I & II

Pertarungan Hegemoni

Geo III
Perang Dingin

Perang Sumber Daya

Geo IV
Pasca Perang Dingin - Unipolar

(1991-2001)

Konflik Konektivitas

Geo V
Pasca Perang Dingin

(2001-Sekarang)

Evolusi Konseptual Geopolitik

Sumber: Diolah dari berbagai sumber
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Evolusi Pemikiran Geopolitik
Momentum Global

Pertarungan Hegemonik

Debat Paradigmatik

Tujuan Strategis

Tokoh Pemikir

Instrumen Strategis

Tokoh Pemikir

Gagasan Baru

Tokoh Pemikir

Hegemoni Kekaisaran Pemikiran Jerman vs Amerika Serikat

Konteks

Pra-Perang Dunia I

Concert of Europe

State Centric vs Universalistic

Axis Powers vs Allied Powers

Nasionalisme yang kuat, 
ekspansionisme, pembangunan 
kekuasaan/kekaisaran di luar 

negeri.

Negara Organik
Negara dianalogikan sebagai spesies yang 

membutuhkan teritori untuk mempertahankan 
eksistensinya. Apabila dibutuhkan, negara 

dapat melakukan ekspansi ke negara lainnya 
untuk mendukung tujuannya—Geografi sebagai 

tujuan.

Friedrich Ratzel
Rudolf Kjellen

Peter Kropotkin

Halford Mackinder
Alfred T. Mahan

Nicholas Spykman
Isaiah Bowman 
Georce Renner 

Alexander de Seversky 

Steven L. Spiegel
Nicholas D. Wright

Universalistic
Berakhirnya Perang Dingin mendorong 

pendekatan geopolitik untuk berkembang 
semakin dinamis. Makna geografi terus 

meluas  mencakup aspek-aspek nonfisik.

Land Power dan Sea Power
Cara untuk memenangkan dinamika hubungan 

internasional adalah dengan memanfaatkan 
geografi sebagai instrumen untuk mencapai 

tujuan. Perdebatan yang berkembang adalah 
kekuatan apa yang paling strategis untuk 

dikembangkan (darat/laut).

Land Power, Sea Power, dan Air Power
Kelanjutan dari perdebatan sebelumnya, dengan 

dimensi pelengkap (kekuatan udara) untuk 
menambah mobilitas strategis matra darat dan 

matra laut.

Techno/Cyber Power
Teknologi informasi dan komunikasi 

menciptakan disrupsi yang mengurangi 
sentralitas faktor geografi dalam 

pertarungan kekuasaan.

Karl Haushofer 

George Kennan
William Bullitt

Henry Kissinger 
Zbigniew Brzezinski
Patrick O'Sullivan

Ludwig von Bertalan�y (Psikologi)
G.R. Chrone (Budaya)
Peter Taylor (Ekonomi)

Yves Lacoste (Lingkungan)
Edward Said (Budaya)

Julius Nyerere (Ideologi dan Kapasitas Ekonomi)

Francis Fukuyama (Sistem Pemerintahan)
Robert Kaplan (Kapasitas Ekonomi)

Samuel Huntington (Peradaban)
John Agnew (Agama)

Neil Smith (Kelas, Ras, Gender)
Rachel Pain (Gender)

Universalistic
Menentang dikotomi statis blok Barat-blok Timur, 
geografi dilihat sebagai suatu hal yang dinamis 

dan tidak hanya melingkupi perimbangan 
kekuatan antara negara adidaya.

Lebensraum
Teritori merupakan aspek vital dalam kebijakan 

luar negeri setiap negara. Tugas negarawan 
adalah mempertahakan teritori yang diwariskan 

dari generasi sebelumnya dan di saat yang 
sama menambahkannya ketika teritori yang 

dimiliki terlalu "padat" untuk menambah ruang 
hidup—Geografi sebagai tujuan.

State Centric
Berangkat dari logika realisme, yakni hanya 
negara yang menjadi aktor relevan dalam 

hubungan internasional. Negara senantiasa 
memaksimalkan kapasitas relatifnya dan 

pembahasan terfokus pada perimbangan 
kekuatan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Muncul sebagai reaksi atas kekalahan Jerman 
pada Perang Dunia I dan penolakan ahli 

geografi Amerika Serikat terhadap gagasan 
"Geopolitik Jerman" yang menyebabkan 

keengganan melanjutkan studi geopolitik.

Awal Perang Dingin membangkitkan 
kembali minat Barat dalam geopolitik 
karena adanya kompetisi pengaruh 

antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. 

Perluasan makna karena makin 
beragamnya aktor yang terlibat dalam 

ketegangan geopolitik global.

Pasca-PD I/Menuju PD II Perang Dingin

Amerika Serikat vs Uni Soviet

Pasca-Perang Dingin

Pax Americana dan Aktor Non Negara

Pendekatan Baru Geopolitik

-

-

-

-

-

-

-

-

Sumber: Agnew (2006); Bertalanffy (1968); Bowen (2020); Bowman (1942); Brzezinski (1986); Bullitt (1946); Crobe (1967); Dalby (2014); Dolman (2002); Fukuyama (1992); Huntington (1996); Kennan (1947); 
Kjellen (1917); Klare (2002); Klein (2006); Kropotkin (1885); Lacoste (1984); Le Billon (2005); Mackinder (1904); Mahan (1890); Nyerere (1983); Pain (2009); Ratzel (1897); Said (1978); Slater (2004); Smith & 
Cowen (2009); Spiegel (2000); Spykman (1944); Taylor (1979).
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Geo I: Negara Organik
Di era Geo I, konfigurasi kekuatan di sistem internasional cenderung terbentuk dari kebijakan ekspansionis negara-negara 
Eropa, terutama Inggris, Prancis, Belanda, dan Portugis. Ratzel dan Kjellen menjadi pemikir utama di era Geo I melalui konsep 
Negara Organik yang menganalogikan negara seperti makhluk hidup yang membutuhkan teritori untuk mempertahankan 
eksistensinya. Apabila dibutuhkan, negara dapat melakukan ekspansi ke negara lain untuk mencapai kepentingan politik dan 

Austro-Hongaria

Belgia

Inggris
Belanda

Prancis

Jerman

Italia
Ottoman

Portugis

Rusia

Spanyol
Amerika Serikat

Bukan bagian dari Wilayah Koloni Barat

Negara bagian melayu

Belanda Timur Hindia

Timor

AUSTRALIA

SELANDIA BARU

Papua

Kepulauan
Filipina

Prancis
Indo-Cina

SIAM

Hong Kong
(Inggris)

Makau
(Portugal)

REPUBLIK
TIONGKOK

BRITISH RAJ

JEPANG

Korea
(Jepang)

MONGOLIA

KEKAISARAN RUSIA

Kepulauan Mariana
(Jerman)

Guam
(Amerika Serikat)

(Jepang)
Kepulauan

Marshall
(Jerman)

Kepulauan
Gilbert
(Inggris)

Kepulauan
Caroline

Jerman
Papua Nugini

Kepulauan
Solomon
(Inggris)

Kepulauan
Ellice

(Inggris)
Hebrides Baru

(Inggris/Prancis)

Pulau
Fiji

(Inggris)
Kaledonia

Baru
(Prancis)

Palau
(Jerman)

BHUTAN
NEPAL

TIBET

Oman
Sejati

Qatar

PERSIA
AFGHANISTAN

Goa

Oman

Aden

Somaliland Inggris
Somaliland Prancis

Somaliland Italia

Afrika Timur Inggris
Jerman

Timur
Afrika Nyasaland

MadagaskarMozambik

Swaziland

Basutoland
AFRIKA

SELATAN

Rhodesia
SelatanAfrika Barat Daya

(Afrika Selatan)

Bechuanaland

Angola Rhodesia
Utara

Kongo
Belgia

Uganda
Afrika Khatulistiwa

Prancis

Rio Muni
Kamerun

ETHIOPIA

Sudan

Nigeria

French Eq
ua

toria
l

Africa

Gold
Coast

LIBERIA
Sierra Leone

Guinea
Portugis

Gambia

Rio de Oro

Perancis
Maroko

Aljazair
Mesir

ARGENTINA

URUGUAY

CHILI PARAGUAY

BOLIVIA

BRASILPERU

EKUADOR

KOLOMBIA

VENEZUELA Guyana Inggris
Guyana Belanda

Guyana PerancisPANAMA
KOSTA RIKA
NIKARAGUA

EL SAVADOR
GUATEMALA

Zona Kanal
(Amerika Serikat)

HONDURAS
KUBA REPUBLIK

DOMINIKA

HAITI

Puerto Riko
(Amerika Serikat)

Honduras
Inggris

Bahama
(Inggris)

MEKSIKO

AMERIKA SERIKAT

KANADA

ALASKA

Sakhalin

Papua
Nugini

Ceylon

Cyrenaica
Tripolitania

ROMANIA

BULGARIA

YUNANI

SERBIAITALIA

MONTENEGRO
ALBANIA

PRANCIS

SWIS

SPANYOLPORTUGAL

Spanyol Maroko

BELANDA
DENMARK

INGGRIS
RAYA
BELGIA

Islandia
(Denmark)

Tunisia

N
O

RW
EG

IA
SW

ED
IA

JERMAN

KERAJAAN
AUSTRO-

HONGARIA

Kuwait

KEKAISARAN
OTTOMAN

Burma

Afrika Barat Prancis
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Kolonialisasi Eropa Pasca Perang Napoleonik

Sumber: Diolah dari berbagai sumber
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Dataran Rendah

Padang Rumput

1904 Batas
1919 Perpanjangan Batas
1943 Pergeseran Batas Timur ke Arah Barat

HEARTLAND

INNER OR MARGINAL CRESCENT
INNER OR M

ARGIN
AL C

RE
SC

EN
T

OUTER
CRESCENT

Visi Geopolitik Mackinder

ekonominya. Kajian ini kemudian dikembangkan Mackinder melalui konsep  Heartland dan Rimland. Konsep ini mendorong 
negara-negara besar mengembangkan diri sebagai kekuatan darat (land power) untuk mendapatkan penguasaan efektif 
wilayah Heartland. Gagasan berorientasi darat ini dimodifikasi Mahan melalui gagasan proyeksi kekuatan laut ke Amerika 
Serikat dengan penekanan kebebasan navigasi samudra.

Sumber: Mackinder (1904)
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Wilayah Belgia

Kerajaan dan kekuasaan Inggris

Wilayah Belanda

Wilayah Prancis

Wilayah Jerman

Wilayah Italia

Wilayah Jepang

Wilayah Portugis

Wilayah Spanyol

Wilayah Amerika Serikat

Mandat Liga Bangsa-Bangsa

Anggota pendiri Liga Bangsa-Bangsa, 1919LOREM

Singapura
(Inggris)

Negara bagian melayu

Belanda
Timur Hindia

Portuguese
Timor

AUSTRALIA

SELANDIA BARU

Wilayah
Papua

(Australia)

Kepulauan
FilipinaPerancis

Indo-Tiongkok

SIAM

Hong Kong
(Inggris)

Makau
(Portugal)

REPUBLIK
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JEPANG

Korea

MONGOLIA

UNTUK SSR TIMUR

RUSIA SOVIET

Kepulauan Mariana

Guam
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MadagaskarMozambik
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Basutoland
AFRIKA

SELATAN

Rhodesia
SelatanAfrika Barat Daya

(Afrika Selatan)

Bechuanaland

Angola Rhodesia
Utara

Kongo
Belgia
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Afrika Khatulistiwa
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Rio Muni
Kamerun
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Sudan

Nigeria

A
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a
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Gold
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Portugis
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Perancis
Maroko

Aljazair
Libya Mesir
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IrakTransyordania
Palestina

ARGENTINA

URUGUAY

CHILI PARAGUAY

BOLIVIA

BRASILPERU

EKUADOR

KOLOMBIA

VENEZUELA Guyana Inggris
Guyana Belanda

Guyana PerancisPANAMA
KOSTA RIKA
NIKARAGUA

EL SALVADOR
GUATEMALA Zona Kanal

(Amerika Serikat)

HONDURAS
KUBA REPUBLIK

DOMINIKA

HAITI

Puerto Riko
(Amerika Serikat)

Honduras
Inggris

Bahama
(Inggris)

MEKSIKO

AMERIKA SERIKAT

KANADA

ALASKA

Suriah

TURKI
YUNANI

BULGARIA

UKRAINA
HUNGARIAAUSTRIA

BELORUSIA

LITHUANIA

POLANDIA

CEKOSLOVAKIA

ESTONIA
LATVIA

SW
ED

IA

N
O
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EG

IA

FIN
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N
D
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DENMARKINGGRIS
RAYA

BELANDA
BELGIA

LUXEMBOURG
PRANCIS

SWIS

SPANYOLPORTUGAL
ITALIA

KERAJAAN SERBA, KROASIA
DAN SLOVEN

Tunisia

ALBANIASpanyol
Maroko

Bukan bagian dari Wilayah Koloni Barat

Sakhalin

ROMANIA

GEORGIA Orang-orang
Turki

OtonomAZERBAIJAN

Afrika Barat Prancis

JERMAN

Kolonialisasi Eropa Pasca-Perang Dunia I dan Pra-Perang Dunia II

Geo II: Lebensraum
Kajian Geo II ditandai dengan pertarungan paradigmatis antara pemikiran geopolitik Jerman dan Amerika Serikat. Aliran 
geopolitik Jerman diwakili oleh Haushoffer yang mempermasalahkan keterbatasan luas wilayah Jerman untuk menopang 
kehidupan masyarakat. Haushoffer memodifikasi gagasan ruang hidup (lebensraum) untuk memunculkan legitimasi bagi 
perluasan pengaruh Jerman. Secara real-politik, kajian Geo II berkembang saat politik kolonialisasi Eropa pasca-Perang Dunia 
I mencapai kulminasinya.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber
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HEARTLAND

RIMLAND

OFF-SHORE CONTINENTS AND ISLANDS

NEW
WORLD

WORLD

O C E A N I C   B E L T

Visi Geopolitik Spykman

Geo II juga ditandai dengan penguatan kajian tentang kekuatan maritim dan dirgantara. Kajian maritim dikembangkan 
Spykman yang melihat kekuatan maritim lebih superior dari kekuatan darat. Kekuatan maritim meningkatkan kapasitas penetrasi 
geografis, khususnya ke wilayah rimland. Penetrasi dilakukan dengan menguasai wilayah pesisir dan jalur laut utama untuk 
meraih penguasaan mutlak atas produksi dan distribusi sumber daya strategis dunia. Kajian dirgantara dikembangkan oleh 
de Seversky yang menekankan pentingnya kendali ruang udara. Kajian ini meramalkan pertarungan kekuatan udara antara 
Amerika Serikat dan Rusia yang akan terjadi di wilayah Amerika Selatan, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Afrika Sub-Sahara. 

Sumber: Spykman (1944)
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Geo III: Perang Dingin
Kajian Geo III mengeskalasi strategi geopolitik menjadi pertarungan hegemoni antara dua kekuatan utama dunia, yakni 
Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kennan dan Kissinger menyediakan landasan akademik dalam perumusan strategi hegemoni 
yang bersifat operasional. Strategi pembendungan yang ditawarkan Kennan menjadi patokan dasar bagi Amerika Serikat 
untuk menjalankan kebijakan global dalam membendung perluasan pengaruh Uni Soviet. Strategi real-politik yang ditawarkan 
Kissinger memberikan kalkulasi strategis yang lebih operasional, terutama untuk memastikan tercapainya kepentingan politik 
Amerika Serikat.

Peta Pertarungan Pengaruh selama Perang Dingin

Anggota NATO
1953

Sekutu Barat

Koloni Barat

USSR & Wilayah Satelit

Sekutu USSR

YUGOSLAVIA

CHEKOSLOVANIA

BRASIL

ARGENTINA

CHILI

URUGUAY

BOLIVIA

PARAGUAY

PERU

EKUADOR

KOLOMBIA

VENEZUELA

MEKSIKO

AMERIKA SERIKAT

KANADA

UNI SOVIET

MONGOLIA

TIONGKOK KOREA
SELATAN

JEPANG

FILIPINA

INDONESIA

AUSTRALIA

SELANDIA BARU

MYANMAR
INDIA

PAKISTAN

IRAN

TURKI

IRAK

ARAB
SAUDI

OMAN

YAMAN

SOMALIA

MESIR

SUDAN

ETIOPIA

KENYA

TANZANIA

MADAGASKAR

MOZAMBIK

AFRIKA
SELATAN

NAMIBIA
BOTSWANA

ANGOLA

ZAIRE

CHAD

NIGERIA

NIGERMALI

PANTAI
GADING

SENEGAL

ALJAZAIR

MAROKO

LIBYA

TUNISIA

SPANYOL

JERMAN
BARAT

PRANCIS

INGGRIS
RAYA

NORWEGIA

JERMAN
TIMUR

MOLDOVA

KUBA

ISLANDIA

Sumber: Diolah dari berbagai sumber
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ERITREA

INDONESIA

AUSTRALIA

SELANDIA BARU

PAPUA
NUGINI

KEPULAUAN
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MALAYSIA

VIETNAM

THAILAND
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TAIWAN
HONGKONG

JEPANG
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SELATAN

KOREA
UTARA
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UNI SOVIET

NEPAL

INDIA

PAKISTAN

IRAN

TURKI

AFGANISTAN
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Kajian geopolitik klasik yang terpusat pada pertarungan hegemoni Amerika Serikat dan Uni Soviet mendapat tantangan 
paradigmatis. Salah satunya adalah  paradigma universalistik yang dikembangkan oleh Slater dan Taylor. Keduanya mengkritisi 
analisis geopolitik yang terpusat pada poros Barat-Timur. Menurut mereka, terdapat pola interaksi lain yang perlu diperhatikan, 
yakni relasi eksploitatif negara-negara Utara terhadap negara-negara  Selatan.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber
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Geo IV: Konflik Sumber Daya
Paradigma baru geopolitik muncul di era Geo IV. Seperti contohnya, Le Billon dan Klare fokus pada gagasan perang sumber 
daya. Le Billon memperingatkan kepemilikan sumber daya alam bisa menjadi sumber kerentanan saat negara tidak memiliki 
kapasitas melalukan pengelolaan rantai pasok dan rantai produksi.
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Cadangan Minyak

Sumber: British Petroleum (2022)
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Cadangan Gas

Di sisi lain, Klare menyatakan kompetisi sumber daya akan menjadi karakteristik konflik masa depan karena peningkatan 
permintaan atas sumber daya, kelangkaan komoditas strategis, dan persaingan pengelolaan sumber daya. Kondisi ini 
menjadikan peta-peta geopolitik perlu dipertajam dengan memasukkan rantai pasok sumber daya sebagai variabel utama.

Sumber: British Petroleum (2022)
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Cadangan Batu Bara

Peta sebaran cadangan bahan bakar fosil, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara, menjadi gambaran nyata analisis 
geopolitik berbasis perang sumber daya. Bahan bakar fosil sampai saat ini masih menjadi sumber energi utama dunia, padahal 
komoditas ini memiliki ketersediaan yang terbatas. Populasi penduduk dunia pun terus bertumbuh yang menjadikan kebutuhan 
energi global  kian meningkat. Negara dengan tingkat kepemilikan energi rendah akan berlomba-lomba memperoleh pasokan 
sumber daya dari negara-negara dengan cadangan yang besar. Secara simultan, negara kaya energi akan rentan menjadi 
arena tarung kekuatan antarkekuatan besar ketika mereka tidak memiliki kapasitas untuk mengelola sumber daya secara 
mandiri.
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Geo V: Konflik Konektivitas
Ekonomi digital

Standardisasi sistem
perdagangan
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Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (Amerika Serikat)

Sumber: White House (2022)
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Di era Geo V terjadi pergeseran batas geografi, perluasan makna kekuatan, dan identifikasi kemunculan aktor nonnegara 
dalam sistem internasional. Geo V banyak menganalisis keterkaitan sumber daya, rantai pasok, dan infrastruktur sehingga 
menggeser konflik teritorial menjadi konflik konektivitas. Pharag  Khanna, misalnya, memperkenalkan gagasan Connectography 
yang menyatakan bahwa perebutan kekuasaan saat ini lebih terfokus kepada upaya pengamanan rantai pasok global, pasar 
energi, serta pergerakan arus modal. Pertarungan konektivitas secara nyata dapat terlihat di Asia dan Eropa. 

Sumber: Mercator Institute for China Studies
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Sumber: Mercator Institute for China Studies (2019)
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Koridor Transportasi Internasional Utara-Selatan (Rusia)
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Di Asia, persaingan konektivitas terjadi antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Tiongkok menginisiasi kerja sama pembangunan 
infrastruktur Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative, BRI) dalam rangka menempatkan dirinya sebagai pusat 
perdagangan Asia. Di sisi lain, Amerika Serikat tengah mendorong Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik yang bertujuan menciptakan 
soliditas ekonomi melalui reformasi struktural.Di Eropa, Rusia menginisiasi Koridor Transportasi Utara-Selatan (North-South 

Sumber: Eurasian Development Bank (2022)
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Koridor Transportasi Eropa-Kaukasus-Asia (Uni Eropa)

Transport Corridor, INSTC) untuk memenuhi kebutuhan logistiknya. Gagasan ini bersinggungan dengan Koridor Transportasi 
Eropa-Kaukasus-Asia (Transportation Corridor Europe Caucasus Asia, TRACECA) milik Uni Eropa sehingga berpotensi 
menciptakan gesekan geopolitik di kawasan.

Sumber: TRACECA (2014)
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Geo V: Rivalitas Teknologi
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(demokrasi liberal
digital) 

Model Tiongkok
(otoriter digital)

Swing states
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Peta Geopolitik Teknologi

Di era Geo V, persaingan dalam aspek teknologi dan siber akan berdampak signifikan terhadap pola interaksi negara adidaya. 
Wright dkk. mengilustrasikan pola interaksi global berbasis teknologi ini dalam konsep Techno-Geopolitics (Geopolitik Teknologi) 
yang menggunakan sudut pandang Amerika Serikat.

Sumber: Wright, dkk. (2019)
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Tiongkok Korea Selatan Jepang Eropa Amerika Serikat
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Menurut Wright dkk., keamanan nasional akan tercapai ketika Amerika Serikat mampu membendung heartland power 
(Tiongkok) dengan mendirikan pivot teknologi di kawasan rimland. Negara smaller power di Afrika, Asia, Eropa, dan Amerika 
Latin dikategorikan sebagai swing states. Mereka dapat bertindak sebagai balancers (penantang) atau bandwagoners (mitra) 
bagi perusahaan teknologi kedua negara yang tengah berupaya meningkatkan pengaruh.

Secara konkret, persaingan teknologi antarnegara adidaya dapat terlihat dalam sektor teknologi 5G dan semikonduktor. 
Tiongkok lebih dominan pada teknologi 5G. Di seluruh indikator kapasitas (jumlah pengguna, pemancar, pangsa RAN, kecepatan, 
dan spektrum mid-band), Tiongkok jauh mengungguli Amerika Serikat. Dominasi Tiongkok juga tercermin dari kepemilikan paten. 
Perusahaan teknologi utama Tiongkok (Huawei, ZTE, Oppo, Datang, Xiaomi, dan Vivo) tercatat memiliki jumlah paten lebih 
banyak dibanding perusahaan Amerika Serikat (Qualcomm, Apple, dan Intel). Di sisi lain, pada semikonduktor, dominasi Amerika 
Serikat cenderung menurun karena investasi yang rendah dan kompetisi eksternal. Di sisi lain, kapasitas Tiongkok dalam produksi 
semikonduktor konsisten meningkat. Tiongkok diprediksi akan menjadi produsen utama semikonduktor pada tahun 2030.

Sumber: Iplytics (2021) Sumber: BCG & SIA (2021)
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Titik Rawan Konektivitas Global
Jalur maritim merupakan sarana logistik utama perdagangan global. Kajian Global Intelligence Service (GIS) telah memetakan 
delapan titik rawan (choke point) konektivitas maritim global, yakni Terusan Panama, Terusan Suez, Selat Hormuz, Bab el-
Mandeb, Selat Turki, Selat Gibraltar, dan Selat Malaka. Titik-titik ini memiliki luas relatif sempit, tetapi memiliki volume lalu lintas 
tinggi karena menjadi penghubung bagi jalur perdagangan utama dunia. Kerawanan di  delapan titik ini beragam, seperti 
sumber alami layaknya bencana alam, serta aktivitas manusia layaknya terorisme dan pembajakan. Indonesia memiliki enam 
titik rawan konektivitas, termasuk Selat Malaka yang dikategorikan sebagai jalur logistik utama dunia.

Sumber: Bailey & Wellesley (2017)
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Selat Sunda

Selat Lombok
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Utara
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Sumber: Bailey & Wellesley (2017)
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Disrupsi Rantai Pasok:
Pandemi Covid-19
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Jerman
Volkswagen menghentikan 
produksi karena kekurangan 
suku cadang dari Ukraina.

Tiongkok
Lockdown akibat COVID-19 
menekan output manufaktur 
Tiongkok, semakin menunda 
arus barang.

California
Rata-rata penundaan 
jadwal pelayaran sekitar 7 
hari, hampir dua kali lipat 
dari sebelum pandemi

Texas
AS meloloskan CHIPS Act 
untuk memberikan insentif 
kepada produsen chip 
domestik untuk meningkatkan 
kapasitas manufaktur.

Ford dan General Motors 
menghentikan produksi di 
pabrik perakitan karena 
tidak tersedianya suku 
cadang. 
Penutupan pabrik Abbott 
Nutrition menyebabkan 
kekurangan susu formula 
bayi di AS.

Tiongkok, Taiwan, dan 
Korea Selatan
Dominasi Asia pada pasar 
manufaktur semikonduktor.

Rusia dan Ukraina
Perang mendisrupsi pasar komoditas 
global, termasuk bahan pokok seperti 
biji-bijian dan minyak goreng.

OPEC
Negara-negara anggota secara 
perlahan meningkatkan produksi. Harga 
minyak terpantau tetap tinggi.

Michigan

Reliabilitas jadwal angkutan laut global 
berada pada level 36% atau kurang dari 
setengah rata-rata tahun 2019

Sumber: Morningstar dan Sea Intelligence (2022)
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Des 2019
Kejadian luar biasa

di Tiongkok

Jan 2020
Lockdown di Wuhan,
Tiongkok

Feb 2020
WHO mengumumkan 
virus COVID-19

Mar 2020
• Penetapan status
  pandemi oleh WHO
• Krisis permintaan di
  Eropa dan AS

Jan 2021
• Peluncuran vaksin di
  beberapa negara
• Kelangkaan semi
  konduktor global dimulai

Mar 2020
Terusan Suez
berhenti beroperasi
selama enam hari

Nov 2020
Kemacetan
pelabuhan
Los Angeles

Feb 2022
• Perang Rusia-
  Ukraina
• Harga minyak
  dunia tembus
  US$ 100/barel

Mar 2022
FAO
mengumumkan
peningkatan
indeks
harga pangan
duniaTertunda

Jadwal
Reliabilitas

Di era globalisasi, hampir tidak ada negara 
yang mampu memenuhi kebutuhannya hanya 
dengan mengandalkan sumber daya domestik. 
Perdagangan dengan mitra eksternal menjadi 
langkah yang dilakukan negara untuk memenuhi 
kebutuhannya, terutama untuk komoditas 
strategis yang tidak mampu diproduksi di dalam 
negeri. Oleh karena itu, pengamanan rantai pasok 
komoditas menjadi prioritas banyak negara agar 
aktivitas ekonomi dapat terus berlangsung.

Kondisi global dewasa ini tengah berada dalam 
kondisi ketidakpastian yang berdampak pada 
disrupsi rantai pasok. Sebagai contoh, pandemi 
Covid-19 yang terjadi saat ini secara langsung 
berdampak pada seluruh lini perekonomian. 
Terjadi pembatasan aktivitas secara global 
yang melumpuhkan kondisi perekonomian dunia. 
Aktivitas logistik menjadi salah satu sektor yang 
menerima dampak signifikan dari pembatasan 

Rata-Rata Penundaaan dan Reliabilitas Jadwal Pelayaran Global

aktivitas selama pandemi. Terlihat penurunan reliabilitas pelayaran global yang berdampak pada melambatnya arus logistik 
komoditas strategis.

Memburuknya interaksi antarkekuatan besar dunia juga memperparah disrupsi rantai pasok yang tengah terjadi. Negara-
negara besar banyak mengeluarkan kebijakan yang membatasi perdagangan internasional satu sama lain. Eskalasi konflik 
juga berdampak signifikan terhadap pelambatan arus komoditas, bahkan pada sejumlah negara produsen utama komoditas 
strategis global. Sebagai contoh, perang di Ukraina secara langsung mendisrupsi rantai pasok untuk komoditas biji-bijian dan 
gandum. Selain pangan dan energi, industri yang paling terdampak akibat disrupsi rantai pasok global di antaranya adalah 
semikonduktor, mobil, ritel, dan restoran.

Sumber: FAO (2022)
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Disrupsi Rantai Pasok:
Konflik Rusia-Ukraina
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Volatilitas Harga Energi

Rusia merupakan salah satu produsen energi terbesar di dunia. Konflik Ukraina tentu mengganggu stabilitas perdagangan 
energi serta berpengaruh signifikan terhadap volatilitas harga energi. Kenaikan harga energi global mulai terlihat ketika Amerika 
Serikat menyampaikan potensi invasi Rusia ke Ukraina dan semakin intens ketika operasi militer khusus dilakukan. Kenaikan ini 
berpengaruh terhadap dunia usaha, terutama dalam peningkatan biaya produksi dan logistik.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

Agriculture Spot Index Grains Spot Index Spot Commodity Index

Respon terhadap krisis COVID-19
Stimulus fiskal di beberapa negara,

kebijakan moneter yang longgar, ditambah
dengan praktik penimbunan dan

pembatasan ekspor oleh beberapa negara
telah menyebabkan lonjakan harha

Sekjen PBB membentuk
satuan atugas tingkat
tinggi untuk mengatasi
krisis ketahanan
pangan global

Kebijakan fiskal dan
monneter yang ekspansif
dan spekulasi

Kerusuhan di
beberapa negara

Arab Spring dimulai

Pasar beraksi terhadap
eskalasi konflik

Peningkatan Harga

Peningkatan Harga

Peningkatan Harga

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Volatilitas Harga Pangan

Sumber: US Energy Information Administration (2022) Sumber: Bloomberg (2022)
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Jalur Pasok Pipa Gas ke Eropa
Permintaan Energi Primer Dunia

berdasarkan Jenis 2020-2045
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Studi yang dilakukan oleh OPEC memproyeksikan bahwa permintaan energi global akan mengalami peningkatan dari 275,4 
Mboe/d pada 2020 menjadi 352 Mboe/d pada 2045. Minyak diperkirakan akan tetap menjadi energi primer utama meskipun 
mengalami penurunan persentase dari 30% pada 2020 menjadi 28% pada 2045. Secara khusus, ketergantungan Eropa terhadap 
energi Rusia juga menciptakan risiko tersendiri. Eskalasi konflik berpotensi mengarahkan pada krisis energi di Eropa. Kondisi ini 
harus diantisipasi oleh sektor bisnis, terutama yang tengah menjalin kerja sama dengan perusahaan Eropa.

Rusia dan Ukraina juga merupakan salah satu pemain utama dalam pasar pangan global, khususnya untuk komoditas minyak 
dan biji bunga matahari serta gandum. Instabilitas akibat konflik Ukraina menjadi peringatan bagi negara-negara yang 
bergantung pada Rusia atau Ukraina dalam memenuhi kebutuhan pangannya, termasuk Indonesia. Negara-negara Afrika 
memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi kepada Rusia dan Ukraina dalam komoditas gandum, yakni lebih dari sepertiga 
bahkan setengah dari jumlah impor.

Sumber: The Insider (2022) Sumber: IEA (2022)
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Disrupsi Rantai Pasok: 
Semikonduktor

Grafik di samping mengilustrasikan rantai 
pasok produk semikonduktor, mulai dari 
tahap desain sampai komersialisasi. 
Setidaknya terdapat tujuh kawasan 
(Eropa, Amerika Serikat, Tiongkok, 
Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, dan 
Jepang) yang terlibat di tahap berbeda 
dalam rantai pasok. 

Tiga faktor utama yang membentuk 
struktur rantai pasok global industri 
semikonduktor adalah jejaring riset 
dan pengembangan, spesialisasi 
negara, serta liberalisasi perdagangan. 
Pola rantai pasok yang bersifat lintas 
batas ini juga dapat ditemukan pada 
produk manufaktur lainnya. Kondisi 
ini menjadikan pengamanan rantai 
pasok menjadi prioritas negara besar, 
khususnya untuk menjaga stabilitas 
ekonomi negaranya.
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5 55
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Pabrik di Taiwan 
mencetak wafer 
dengan 
Integrated Circuit; 
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dihubungkan
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dipisahkan dan 
dikemas oleh 
outsourced 
semiconductor 
assembly and 
test (OSAT) di 
Malaysia

Semokonduktor dikirim 
ke pabrik perakitan 
ponsel di Tiongkok

Silikon Dioksida 
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menjadi silicon 
berstandar 
metalurgi
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re-kristalisasi menjadi 
batangan di Jepang
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dipotong menjadi 
beberapa wafer di 
Korea Selatan 
kemudian dihaluskan 
dan dikirim ke pabrik
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Sumber: BCG dan SIA (2021)
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Titik Ketegangan Hegemonik

Revisionis
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Sumber: LAB 45 (2022)
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Berdasarkan perkembangan interaksi antarnegara besar terkini, setidaknya terdapat enam titik ketegangan yang berpotensi 
bereskalasi menjadi konflik hegemonik (Laut Tiongkok Selatan, Selat Taiwan, Kepulauan Diaoyu/Senkaku, Semenanjung 
Korea, Teluk Persia, dan Ukraina). Berdasarkan perbandingan tiga determinan (jarak geografis, intensitas perang, dan disrupsi 
ekonomi), terdapat sembilan skenario konflik yang berpotensi dihadapi oleh Indonesia berdasarkan tingkat eskalasinya. Untuk 
meminimalkan dampak dari eskalasi konflik hegemonik, Indonesia harus meningkatkan kapasitasnya di seluruh dimensi. 

Sumber: LAB 45 (2022) Sumber: LAB 45 (2022)
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Titik Ketegangan Hegemonik:
Laut Tiongkok Selatan

*Zona ekonomi eksklusif
**Pulau Kalayaan, Provinsi Palawan
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Laut Tiongkok Selatan menjadi hotspot 
konflik di Asia Pasifik karena posisi 
strategisnya sebagai jalur utama 
pelayaran global dan kekayaan sumber 
daya alamnya, khususnya minyak 
dan gas. Akibatnya, sejumlah negara 
memiliki kepentingan yang saling 
bersinggungan untuk menguasainya. 
Semua pihak berupaya meningkatkan 
kehadirannya di Laut Tiongkok 
Selatan, seperti melalui pembangunan 
pangkalan atau menggelar kekuatan 
maritim. Keterlibatan Amerika Serikat 
sebagai negara adidaya di kawasan 
ini cukup intens. Kawasan ini juga 
bersinggungan langsung dengan 
wilayah Indonesia di Natuna Utara. 
Indonesia harus meningkatkan kapasitas 
militer dan kekuatan aju guna menjaga 
kedaulatan Natuna, terutama apabila 
konflik mengeskalasi.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber
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Kerangka Arsitektur Geopolitik

Arsitektur politik-keamanan di Asia-Pasifik 
termanifestasi dalam berbagai bentuk, baik 
regional, subregional, maupun ekstra-regional. 
ASEAN Regional Forum menjadi kerangka 
institusional terbesar yang melingkupi seluruh 
negara utama. AUKUS dan Quadrilateral 
Security Dialogue (QUAD) menjadi bentuk 
aliansi terkini di Asia Pasifik yang bertujuan 
mengimbangi peran regional Tiongkok. 
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Sumber: LAB 45 (2021)
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40%
45%
50%

Amerika Serikat Tiongkok Inggris Jepang Australia India

Distribusi Kapabilitas Militer Global 2021
(AUKUS/QUAD vis-à-vis Tiongkok) Berdasarkan kategorisasi sistem persenjataan utama, Amerika Serikat 

menjadi operator kapabilitas militer terbesar di kawasan. Sebagai 
negara adidaya, Amerika Serikat harus menggelar kekuatan militernya 
untuk menjaga stabilitas di berbagai kawasan. Namun, perimbangan 
kekuatan lebih berpihak pada Tiongkok daripada negara-negara 
anggota AUKUS/QUAD dalam sistem persenjataan, seperti artileri, 
tank tempur dan kapal perang permukaan (khususnya kelas kapal 
cepat rudal).

Revolusi Krida Yudha (Revolution in Military Affairs, RMA) merujuk pada 
proses transformasi revolusioner di tubuh militer, baik dari segi doktrin, 
strategi, organisasi, serta teknologi. RMA diarahkan pada pembangunan 
kekuatan secara maksimal agar militer mampu menghadapi berbagai 
ancaman kontemporer. Berdasarkan tipologi persenjataan O’Hanlon, 

Adopsi Teknologi

Ramalan Perkembangan Teknologi
Proyektil, Penggerak, dan Platform

Sistem robotik
& otonom

Rudal

Peledak

Bahan
bakar

Mesin jet

Mesin
pembakaran
internal

Mesin berdaya
baterai

Roket

Kapal

Kendaraan
lapis baja

Teknologi
antiradar
(stealth)

Satelit

Ramalan Perkembangan
Teknologi Militer Lainnya

Senjata
radio-frekuensi

Senjata tidak
mematikan

Pengganda
kemampuan
personel

Senjata
biologi

Mesin
cetak 3D

Senjata
kimiaMaterial

nano
Senjata

mematikan
lainnya

Laser

Senjata
sinar partikel

Meriam elektrik
(rail guns)

Ramalan Perkembangan Teknologi
Komputer, Komunikasi, dan Robotik

Perangkat keras
komputer

Perangkat lunak
komputer

Operasi
serangan

siber

Kompleks
sistem (IoT)

Komunikasi
radio

Komunikasi
laser

Kecerdasan
buatan/
data besar

Komputasi
kuantum

Sensor kimiawi

Sensor
biologis

Sensor
optik,
inframerah,
& ultraviolet

Sensor radar
dan radio

Sensor suara,
sonar, & gerakan

Detektor
magnetik

Sensor sinar
partikel

Ramalan Perkembangan
Teknologi Sensor

Moderat Tinggi Disruptif

Tipologi Teknologi Senjata Berdasarkan Dampaknya terhadap Doktrin Militer

teknologi siber diprediksi 
akan mengalami lompatan 
teknologi revolusioner serta 
dinilai akan mendisrupsi 
doktrin militer. Kondisi 
ini menjadikan adopsi 
kapasitas siber perlu 
menjadi prioritas dalam 
pembangunan kekuatan 
militer Indonesia. 

Sumber: LAB 45 (2022) 

Sumber: O’Hanlon (2018)
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Anggaran Pertahanan

Uji Coba Rudal Hipersonik Avangard
2016

Pandemi Covid-19
2020-

9/11
2001

Produksi Pertama Jet Tempur Generasi 5
1996Soviet Runtuh

1991

Perang Teluk
1990-91

Traktat Non Proliferasi Nuklir
1968

1962
Krisis Misil Kuba

Perang Vietnam (1955-1975) Operasi AS di Afghanistan (2001-2021)

Perang Irak (2003-2011)

Eskalasi De-eskalasi Perkembangan Senjata
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Tren Anggaran Pertahanan Global Terhadap PDB

Tren anggaran pertahanan global terhadap PDB menunjukkan 
pola menurun setelah mencapai puncaknya di era Perang 
Dingin. Persentase ini stabil di kisaran 2% hingga sekarang, 
meski diiringi sedikit fluktuasi.
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S

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Brunei
Filipina

Kamboja
Singapura

Indonesia
Thailand

Malaysia Myanmar
Vietnam

Proyeksi Anggaran Pertahanan Negara Anggota ASEAN

Grafik di atas menunjukkan proyeksi tren anggaran pertahanan 
sembilan negara anggota ASEAN yang cenderung meningkat 
pada periode 2020-2031. Indonesia diprediksi tetap memimpin 
dalam belanja pertahanan, diikuti Singapura, Vietnam, 
Thailand, Filipina, Malaysia, Myanmar, dan Kamboja.

Sumber: Bank Dunia (2022)

Sumber: IHS Janes (2022)
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Operasi Lintas Medan
Operasi Lintas Medan menjadi doktrin yang intens dikembangkan beberapa tahun terakhir, terutama di Angkatan Darat Amerika 
Serikat. Doktrin ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, serta ketahanan dalam menghadapi segala mode 
ancaman. Operasi ini diimplementasikan melalui konvergensi kapabilitas lintas komponen dan medan pertahanan. Doktrin ini 
menuntut satuan infanteri untuk memahami dan mampu memitigasi berbagai bentuk ancaman dalam perang kontemporer, 
seperti serangan siber.

Air to Air Air to Ground
Synergy

(Optimization Across Domains)
Multiple Options

(Layered)

Single Domain Cross Domain Multi-Domain

See
Air ISR

Strike
Air 4  Gen

See
Air ISR

Stimulate
Cyberspace

See
Space

Strike
Land LRPF

th

Re-Strike
Air 4  Genth

Re-Strike
Air 4  Genth

Strike
Air 4  Genth

Strike
Air 5  Genth

See
Space

See
SOF

See
Air ISR

See
Cyber-
space

Strike
Air 5  Genth

Strike
Land LRPF

See
EW & Radar

Re-Strike
Land LRPF

Kapabilitas Militer menurut Medan Operasi 

Satuan Tugas
Lintas Medan

Munisi Presisi
Jarak Jauh

Dukungan
Logistik I2CEWS

Intelijen, Informasi,
Siber, Spektrum

Elektromagnetik,
Ruang Angkasa 

Arhanud

Security Force

Intelijen Siber
Siber dan
Aktivitas

Elektromagnetik

Ruang
Angkasa

Sinyal

Brigade

Batalyon

Kompi

Susunan Tempur Operasi Lintas Medan Angkatan Darat AS

Sumber: IISS Military Balance (2021) Sumber: US Army TRADOC (2017)
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Menetralkan kapasitas penyerangan dan pertahanan jarak jauh
Menantang kapasitas manuver musuh
Operasional manuver dari jarak operasional dan strategis

Penetrasi (Kapasitas Aju dan Ekspedisi)

Serangan Siber;
Peluru Kendali Jarak Jauh

Disintegrasi kapasitas penyerangan dan pertahanan jarak jauh 
Menetralkan kapasitas penyerangan jarak menengah
Implementasi operasi manuver independen
Mengelabui musuh

Disintegrasi (Kapasitas Aju dan Ekspedisi)

Peluru Kendali Jarak Menegah;
Kampanye Disinformasi

Mengeksploitasi disintegrasi kapasitas penyerangan jarak jauh musuh
Disintegrasi kapasitas penyerangan jarak menengah
Manuver untuk memperoleh keunggulan posisi
Mengisolasi dan mengalahkan kekuatan permukaan musuh

Eksploitasi (Kapasitas Aju dan Ekspedisi)

Manuver Infanteri; Pertahanan
Udara Jarak Pendek; Perang
Gelombang Elektromagnetik

Keunggulan Informasi dan kapasitas Perang Non-Konvensional

Intelijen dan Penangkalan Pengintaian

Kapasitas Penggentaran

Kompetisi (Kapasitas Aju)

Diplomasi; Intelijen

Contoh Instrumen
Tahapan Umum Operasi Lintas Medan

Sumber: US Army TRADOC (2017)
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Tren Pertahanan Darat:
Kendaraan Tempur Infanteri

Mutakhir Lawas

Amerika
Serikat

Australia

Tiongkok

Filipina

India

Inggris

Vietnam

Ukraina

Pakistan

Arab Saudi

Korea
Utara

Brasil

Kanada

Italia

Iran

Meksiko

Argentina
Afrika Selatan

Turki

Taiwan

Korea
Selatan

Malaysia

Prancis

Jepang

Indonesia

3.553

100%

100%

253

100%

8.915

100%

54

100%

3.100

183

28%72%

100%

415

972

44%56%

100%

540

144

36%64%

29%71%

850

100%

300

100%

10

100%

32

100%

534

100%

645

93%

7%

1187

794

96%

4%

232

49%51%

257

88%12%

100%

6

100%

550

100%

458

Jerman

100%

674

100%

611

100%

290

Rusia

83%17%

15.051

Kapasitas IVF Negara-Negara Utama

Sumber: IISS Military Balance+ (2022)
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Munisi stabil 40mm CTAS
Pemutakhiran sistem kendali
tembakan
Pelindung aluminium
Mesin diesel 550hp

26-28 ton
7 dismount

Kapasitas Tembakan

Kapasitas Perlidungan

Kemampuan Mobilitas

LMUK Warrior CSP

Munisi stabil 50mm
12,77mm senjata jarak jauh
Sistem penglihatan panas
Memiliki peluru kendali
Pelindung baja (appliqué
composite)
Sistem perlindungan iron-fist
Mesin diesel 800hp

36 ton
6 dismount

Kapasitas Tembakan

Kapasitas Perlidungan

Kemampuan Mobilitas

General Dynamic Gri�n III

Munisi stabil Lsh0-57 
57mm dengan kapasitas  airburst
Sistem pengelihatan panas
4 M113 Kornet ATGMs
8 peluru kendali Bulat
Pelindung aluminium
(appliqué relikt)
Sistem perlindungan Afghanit
Mesin diesel 800hp
Amfibi

25 ton
8 dismount 

Kapasitas Tembakan
Kapasitas Perlidungan

Kemampuan Mobilitas

Kurganmashzavod B18

Munisi stabil 30mm MK30-2 dengan
kemampuan airbust
Sistem penglihatan panas
2 Spike ATGM
Pelindung baja (appliqué composite)
dan reaktif terhadap ledakan
Memiliki sistem perlindungan MUSS
dan peringatan laser
Mesin diesel 591hp

31 43 ton
6 dismount

Kapasitas Tembakan
Kapasitas Perlidungan

Kemampuan Mobilitas

PSM Puma

Contoh Kendaraan IFV Mutakhir

Kendaraan Tempur Infanteri (IFV) menjadi salah satu platform utama gelar operasi satuan infanteri. Teknologi IFV terus 
berkembang, baik dari aspek daya serang, perlindungan, hingga kemampuan mobilitas. Banyak negara, seperti Amerika 
Serikat, Tiongkok, Inggris, Turki, dan lainnya, yang sudah sepenuhnya mengakuisisi IFV dengan teknologi mutakhir. Komitmen 
modernisasi IFV harus terus dilaksanakan agar satuan infanteri tetap relevan dalam memitigasi berbagai potensi ancaman di 
masa depan.

Sumber: IISS Military Balance (2021)
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Tren Pertahanan Darat:
Serangan Artileri
Tembakan Langsung

Panduan GPS

Tembakan langsung (seperti 
tank, mortar tanpa pemandu, 
dan roket) memiliki presisi 
rendah. Akurasi tembakan 
dipengaruhi oleh jarak dan 
cuaca. Dibutuhkan jumlah 
artileri yang signifikan untuk 
menekan musuh.

Panduan Global Positioning 
System (GPS) meningkatkan 
akurasi dan meminimalkan 
pengaruh jarak maupun 
cuaca terhadap presisi 
tembakan. Jumlah artileri 
dapat diminimalkan karena 
tembakan lebih tepat 
sasaran.

Sumber: IISS Military Balance (2015)

Perkembangan teknologi navigasi meningkatkan akurasi 
serangan peluru kendali sehingga manuver infanteri 
menjadi lebih efisien. Kapasitas deteksi dan mitigasi perlu 
dikembangkan oleh satuan infanteri guna menghadapi 
perkembangan teknologi presisi serangan atau tembakan.

Perangkat
Pemandu Hulu Ledak

Tunggal

Mesin

Ekor Penggerak

Sistem
Kendali

Baterai

Perangkat
Pemandu

Hulu Ledak dan Batang
Tubuh Standar M9933/4

Perangkat
Induksi

Antarmuka

Perangkat Anti 
Gangguan Navigasi

Perangkat 
Stabilisasi

Hulu Ledak
Tunggal

Multi Fungsi
Ekor

Penggerak

Perangkat Peningkat
Jangkauan

M31

XM395

M982 Excalibur

Jangkauan: 70 km
Operator: Amerika Serikat, 
Inggris, Prancis, Qatar, 
Singapura, Uni Emirat Arab

Jangkauan: 7 km
Operator: Amerika Serikat

Jangkauan: 40 km
Operator: Amerika Serikat, 
Kanada, Australia

Sumber: IISS Military Balance (2015)

Sumber: IISS Military Balance (2015)
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Tren Pertahanan Darat:
Peluru Kendali dan Roket Medan

PHL-03

PHL-16
50km 100km 150km 200km 250km 300km 350km 400km 450km 500km

9M728
GLCM

9M723
SRBM

M26 rocket

M30 GMLRS DPICM
M31 GMLRS Unitary

M39 ATACMS Block I
M39A1 ATACMS Block IA (1998)
M48 ATACMS Quick Reactions Unitary
M57 ATACMS TACMS 2000

Proyeksi

Munisi Presisi
Jarak Jauh

162

225

410

175

20

Amerika Serikat

Tiongkok

Rusia

9K720
Iskander

M270A1
MLRS

M142
HIMARS

BRC4
BRE2
Fire Dragon 140 A

TL-7B

Fire Dragon 480

Negara-negara besar, seperti 
Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok 
terus meningkatkan kemampuan 
jangkauan serangan darat.

Ketiga negara ini telah memiliki peluru 
kendali (rudal) dan roket medan 
dengan jangkauan relatif jauh. 
Meskipun demikian, Amerika Serikat 
masih mendominasi secara jumlah.

Peningkatan jangkauan serta 
presisi serangan rudal dan roket 
medan menjadi aspek krusial yang 
harus diantisipasi satuan infanteri. 
Perkembangan rudal dan roket 
medan memungkinkan serangan 
terhadap satuan infanteri dilakukan 
dari jarak jauh.

Perkembangan Jangkauan Artileri Medan 

Sumber: IISS Military Balance (2017) dan (2021)
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Tren Pertahanan
Maritim: Kapal Selam

Tipe Kapal Selam
Kapal Selam Rudal Balistik

Typhoon

Ohio

Jin

Kapal Selam Rudal Pesiar Bertenaga Nuklir

Ohio Mod

Oscar

Kapal Selam Serangan Bertenaga Nuklir

Akula

Seawolf

Han

Kapal Selam Serangan Non-Nuklir dengan
Air-Indpendent Propulsion (AIP)

Yuan

Dolphin

Kapal Selam Serang Bertenaga Diesel

Nagapasa

Type 209

Kapal Selam Kecil

Ghadir

Kemampuan kapal selam menjadi fokus persaingan global yang semakin meningkat. 
Kekuatan kapal selam memiliki peran strategis sebagai platform proyeksi kekuatan 
karena potensi mereka untuk kegiatan klandestin di wilayah maritim yang diperebutkan.

Selain itu, kapal selam bisa dibilang merupakan platform angkatan laut yang paling 
kompleks. Jumlah negara yang mampu merancang dan membangun kapal selam 
modern masih terbatas. Namun, beberapa negara, termasuk Indonesia, sedang dalam 
proses untuk mengembangkan kapasitas mereka untuk membangun kapal selam melalui 
produksi lokal atau perakitan desain asing atau kolaboratif.

Tipe kapal selam dibedakan berdasarkan fungsi dan tenaga penggeraknya. Dari 
fungsinya, terdapat kapal selam penyerang (instrumen senjata nuklir atau non-nuklir) 
dan kapal selam patroli atau pengintaian. Dari tenaga penggeraknya, terdapat 
kapal selam yang menggunakan  tenaga nuklir, diesel, dan air-independent. 

403

Jenis

Type

Tahun
Pembuatan

Submarine / Kapal Selam

209/1400 DSME

09 April-2015

:

:

:

Berat saat
di Permukaan:

1.442 Ton 

Kecepatan
Maksimal saat
Menyelam:

21 Knot

Kecepatan
Maksimal
saat Snorkel:

11 Knot

Tinggi
Maksimal:

11,5 M

Diameter
Pressure
Hull:

6,2 M

Panjang Maksimal (LOA): 61,3 M

Pabrik/Galangan: DSME (Daewoo Ship 
Building Marine Engineering)

Spesifikasi KRI Nagapasa (403)

Sumber: Antara News Sumber: Military Balance (2022)
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Produsen Kapal Selam dan Kontrak Ekspor dan/atau Lisensi-Produksi

Rusia

Prancis

Korea
Selatan

Merancang dan
memproduksi
kapal kelam nuklir

Merancang dan
memproduksi kapal
selam konvensional

Produksi lokal
dengan lisensi asing

Produsen kapal selam saat ini

Tiongkok
Prancis
India
Rusia
Britania Raya
Amerika Serikat

Tiongkok
Prancis
Jerman
Iran
Jepang
Korea Utara
Rusia
Korea Selatan
Spanyol
Swedia
Taiwan

Brasil
Yunani
India
Indonesia
Italia
Pakistan
Korea Selatan
Turki

Merancang dan memproduksi kapal selam nuklir
Merancang dan memproduksi kapal selam konvensional
Produksi lokal dengan lisensi asing
Kontrak ekspor/lisensi produksi kapal selam terkini

Tiongkok

Jerman

Inggris

Amerika Serikat

Sumber: IISS Military Balance+ (2022)
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Tren Pertahanan Maritim:
Kapal Amfibi

Kepemilikan Kapal Amfibi Utama Global

Brasil

2

Australia

2

Aljazair

1

Chili

1

Peru

1

Tiongkok

10

Indonesia

7

Jepang

3
Mesir

2

Prancis

3

India

1

Italia

3
Korea

Selatan

6

Myanmar

1

Belanda

2

Filipina

2

Singapura

4

Spanyol

3

Thailand

1

Inggris

2

Amerika Serikat

24

LHD LHALPH LPD

Pertempuran amfibi adalah operasi militer yang menggunakan kapal untuk memproyeksikan kekuatan darat dan udara di 
kawasan pesisir. Kemampuan amfibi memberikan kekuatan serbaguna untuk respons krisis dan pertahanan nasional. Pasukan 
amfibi memiliki sifat fleksibel karena mampu dikerahkan dalam berbagai profil misi, termasuk penyerangan, penyerbuan, 
penarikan, serta dukungan untuk operasi lainnya. Ketegangan di domain maritim meningkatkan daya tarik bagi negara untuk 
mengakuisisi atau meningkatkan kapasitas pertempurannya amfibi.

Sumber: IISS Military Balance+ (2022)
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Tren Pertahanan Maritim:
Rudal Anti Kapal

Operator Rudal Antikapal Permukaan Utama
Rudal Anti-Kapal
Barat

Harpoon
Exocet
RBS15
Rudal Serang Angkatan Laut
Otomat (Taseo)

Rudal Anti-Kapal
Non-Barat

Kalibr
Oniks
Granit
Termit
BrahMos
YJ-18

Amerika Latin
dan Karibia
Argentina
Brasil
Chili
Ekuador
Peru
Venezuela
Kuba

Afrika Sub Sahara
Nigeria
Afrika Selatan
Angola
Kamerun

Rusia dan Eurasia
Turkmenistan
Rusia
Azerbaijan

Timur Tengah
dan Afrika Utara
Aljazair
Bahrain
Mesir
Israel
Kuwait
Maroko
Oman
Qatar
Arab Saudi
Tunisia
UEA
Iran
Suriah
Libya
Maroko
Somalia
Yaman

Asia
Australia
Bangladesh
Brunei
Indonesia
Jepang
Republik Korea
Malaysia
Pakistan
Singapura
Taiwan
Thailand
India
Vietnam
Tiongkok
Korea Utara
Srilanka
Filipina

Eropa
Belgia
Kroasia
Denmark
Finlandia
Prancis
Jerman
Yunani
Italia

Belanda
Norwegia
Polandia
Portugal
Spanyol
Swedia
Turki
Inggris
Bulgaria
Rumania

Anti-Akses/Penangkalan 
Wilayah (anti-access/area
denial, A2/AD) telah menjadi 
doktrin esensial. A2/AD
dilakukan dengan mencegah 
lawan mengakses serta 
menggelar kekuatan di area 
domain konflik. Doktrin A2/
AD umumnya mengandalkan 
senjata yang ditembakkan 
dari jarak yang relatif jauh, 
seperti rudal. Salah satu jenis 
rudal yang umum diakuisisi 
negara adalah rudal anti-
kapal yang digunakan 
untuk menangkal kapasitas 
maritim lawan. Ketika ditinjau 
distribusinya, rudal anti-kapal 
dari negara blok Barat relatif 
lebih tersebar di berbagai 
kawasan. Rusia terpantau menjadi negara non-Barat yang cukup ekspansif mengekspor rudal, terutama ke negara-negara 
Asia, Timur-Tengah, dan Afrika.

Sumber: IISS Military Balance+ (2022)
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Tren Pertahanan Udara: Jet Tempur
Generasi Jet Tempur

Generasi 1
(HE-162, F-80)

Generasi 2
(MIG-15, F-86K)

Generasi 3
(F-104, F-6, F-105, F-4)

Generasi 4
(F-14, F-16, MIR2000, MIG-29)

Generasi 4+
(SU-30, F-2000, RAFALE, F-18E)

Generasi 4++
(F-15SG, MIG-35)

Generasi 5
(F-22, J-20, PAK FA, F-35)

Jet Tempur Generasi 4 dan 5

F-35
Lightning II

F-22
Raptor

F-16
Falcon

FCK1
Ching-kuo

Mirage
2000

Rafale

JF-17
Thunder

JH-7
Flying leopard

J-10
Vigorous dragon

J-20

J-11
Flanker

Tejas

SU-27
Flanker

T-50
PAK FA

MIG-31
Foxhound

MIG-29
Fulcrum

JAS-39
Gripen

F-14
Tomcat

F/A-18
Hornet

Eurofighter
Typhoon

Tornado

F-15
Eagle

F-2
Viper Zero

Maroko
Chili

Portugal
Yordania

Belanda
Mesir

Taiwan

Qatar

Yunani

Pakistan

Tiongkok

Venezuela

Peru India

Etiopia

Angola

Uganda

Vietnam

Uzbekistan

Eritrea

Belarus

Ukraina

Aljazair

Kazakhstan
Rusia

Slovakia
 Azerbaijan

Serbia
Bulgaria

Yugoslavia

Bangladesh

KubaTurkmenistanSudan

Yaman

Moldova

Ceko

Hungaria

Afrika Selatan
Swedia

Suriah

Korea Utara
Rumania

Polandia

Irak

Iran

ThailandFinlandia

Swiss

Kanada

Jerman

Austria

AustraliaSpanyol

Italia

Britania Raya

Arab Saudi

Jepang

Amerika
Singapura

Korea Selatan

Israel

Oman

Kuwait

Malaysia

Brasil

Prancis

Uni
Emirat
Arab

Turki

Denmark

Belgia Indonesia

Pesawat tempur merupakan instrumen kekuatan utama untuk membentuk superioritas di ruang udara. Teknologi pesawat tempur 
terus mengalami lompatan hingga yang termutakhir adalah generasi lima. Beberapa karakteristiknya meliputi kemampuan 
siluman (stealth) guna menghindari deteksi musuh, penguatan kesadaran situasional dengan peningkatan kemampuan sensor, 
dan kemampuan pengolahan data yang berasal dari sumber eksternal. Amerika Serikat dan Rusia menjadi penyuplai utama 
pesawat tempur global. Di sisi lain, Tiongkok cenderung memproduksi pesawat tempur untuk kebutuhannya sendiri.

Sumber: Martin Grand Jean (2014) Sumber: Martin Grand Jean (2014)
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Tren Pertahanan Udara:
Pesawat Nirawak

Akuisisi Pesawat Nirawak

CH-3 - China Aerospace
Science and Technology
Corp. (CASC)

CH-4 - China Aerospace
Science and Technology
Corp. (CASC)

Shahed 129 - Aerospace
Industries
Organization

MQ-9 Reaper - General
Atomic Aeronautical
Systems Inc. (GA-ASI)

Contoh UAVs tempur dan produsennya 

Menjual UAV bersenjata
Memproduksi dan mengoperasikan
UAV  bersenjata
Telah mengakuisisi UAV bersenjata
Dalam proses pengembangan
UAV bersenjata
Hanya Mengakuisisi UAV ISR

Amerika Serikat

Rusia

Tiongkok

Kazakstan

TurkmenistanAzerbaizan

Pakistan

India
Myanmar

Arab
Saudi

Irak

Mesir

Nigeria

Prancis Italia
Serbia

Britania
Raya

Afrika
Selatan

Uni
Emirat
Arab

Belanda

Ethiopia

Indonesia

Libya

Maroko

Qatar

Tunisia

Ukraina

Polandia

Israel

Turki

Bayraktar TB-2 - Baykar

Suriah

Yordania
Iran

Aljazair

Spanyol 

 Brasil

Kanada

Chili

Kolombia

Ekuador

Finlandia

Estonia

Korea
Utara

Meksiko

Mozambik

Filipina

Singapura

Sri Lanka

Swedia

Taiwan

Thailand

Uruguay

Zambia

Pesawat nirawak (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) awalnnya digunakan untuk fungsi intelijen, pengawasan dan pengintaian. 
Namun, UAV kini mulai digunakan untuk fungsi tempur. Amerika Serikat, Tiongkok, Turki, dan Iran berhasil mengembangkan dan 
mengekspor UAV bersenjata. Dalam mengekspor, Amerika Serikat cenderung berhati-hati, sementara Tiongkok relatif lebih 
gencar. Beberapa negara, seperti Rusia, Inggris, India, Afrika Selatan, dan Australia, mulai melakukan pengembangan UAV 
bersenjata secara mandiri.

Sumber: IISS Military Balance+ (2022)



44

L
e
m

h
a
n
n

a
s
 R

I

Tren Pertahanan Udara:
Pesawat Anti Kapal Selam

Kepemilikan Pesawat Anti Kapal Selam

Jepang

Korea Selatan

Tiongkok

Rusia

Jerman

Norwegia

Prancis

Italia

Spanyol

Portugal

Iran

Pakistan

India

Taiwan

Australia
Selandia Baru

Amerika
Serikat

Kanada

Brasil

Chili

Argentina

22
12

66

9

16

12

11

5

4

8

4

16

1

3

7

5

6

6

6

22

5
5

18

9

3

2

3

4

65

45

Pesawat Rujukan

Pesawat Anti Kapal Selam Modern
dalam Pembangunan

Long-range

Shorter-range

First entered
service: 1969
Unit cost (FY15
US$): 76m
Range (nautical
miles): 2,380

P-3C Orion (US)

First entered
service: 2013
Unit cost (FY15
US$): 256.5m
Range (nautical
miles): 4,000+

P-8A Poseidon (US)
First entered
service: 2013
Unit cost (FY15
US$): est. 170m
Range (nautical
miles): 4,300

Kawasaki P-1 (JPN)

First entered
service: 2011
Unit cost (FY15
US$): n.k.
Range (nautical
miles): 2,480

C-295A SW
(international) First entered

service: 2015
Unit cost (FY15
US$):n.k
Range (nautical
miles): est. 2,700

Y-80 (PRC)

Atlantique-2 (FRA)
BR1150 Atlantic (FRA)
C-295ASW (international)
llyushin II-38 (RUS)
Kawasaki P-1 (JPN)
P-3 Orion (US)
P-8A Poseidon (US)
Shaanxi Y-8Q (PRC)
S-2T Tracker (US)
Tu-142M/MR (RUS)

Pesawat Anti Kapal
Selam Operasional

Proliferasi kapal selam meningkatkan minat  untuk mengakuisisi kapasitas anti kapal selam (Anti-Submarine Warfare, ASW). 
Operasi ASW bertujuan  melindungi arus logistik dan daerah pesisir dari serangan atau blokade kapal selam.  Operasi ASW dapat 
dilakukan melalui berbagai platform, namun pesawat menjadi platform paling umum karena fleksibilitas dan jangkauannya. 
Amerika Serikat dan aliansinya menjadi kelompok negara dengan kapasitas pesawat ASW terbesar. Kondisi ini terjadi sebagai 
respons atas tren peningkatan aktivitas kapal selam Rusia.

Sumber: IISS Military Balance+ (2022)
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Tren Pertahanan:
Konflik Zona Abu-Abu

Mitigasi Ancaman Zona Abu-Abu

Level dan Taktik Zona Abu-Abu
Level Karakter Umum Contoh Taktik

Agresif

Moderat

1 2

3 4

Membangun konteks strategis melalui penatapan 
kebijakan untuk meningkatkan kapasitas 
bermanuver di zona abu-abu (cth. penguatan 
konsolidasi demokrasi).

Meningkatkan kapasitas penggentaran, baik 
secara militer maupun non militer.

Mengurangi perluasan zona abu-abu dengan 
memanfaatkan instrumen yang tersedia di dalam 
negeri (militer, diplomasi, kampanye informasi, 
dan lainnya).

Membangun ketahanan nasional untuk menangkal 
ancaman zona abu-abu menyentuh masyarakat 
akar rumput. Karakter ini menyebabkan 
penanganannya memerlukan strategi khusus.

Pembangunan pangkalan di kawasan sengketa
Mendukung proksi dan kelompok subversi lokal

Serangan siber
Menggelar kapal penangkap ikan di perairan 
sengketa
Sanksi Ekonomi
Penutupan perbatasan
Intimidasi terhadap aktor tertentu

Kampanye disinformasi
Memperkuat pengaruh politik di negara tujuan 

Spektrum instrumen luas, mencakup aktivitas 
tingkat rendah sebagai bagian dari kampanye
Tidak melanggar norma/hukum internasional

Aksi langsung tetapi sering kali tidak menggunakan 
instrumen militer
Bertujuan memberi penekanan terhadap lawan
Tidak secara langsung mengancam integritas 
teritorial
Status legal aksi sering kali diperdebatkan

Aksi quasi-militer atau militer langsung
Berdampak signifikan terhadap integritas teritorial
Sering kali melanggar hukum internasional

Akar
Rumput

Zona Abu-Abu atau Gray Zone merujuk pada 
aktivitas ambigu negara saat memanfaatkan 
berbagai instrumen (politik, ekonomi, informasi, 
atau militer) untuk menekan lawan, tetapi 
tidak bertujuan memprovokasi lawan untuk 
melaksanakan perang terbuka.

Zona Abu-Abu menjadi taktik yang umum 
digunakan dalam konflik kontemporer. 
Spektrum instrumen zona abu-abu luas, 
melingkupi aspek militer dan nonmiliter. Taktik 
zona abu-abu memfasilitasi negara dalam 
memperoleh tujuan geopolitik yang spesifik 
tanpa perang terbuka. Dinamika strategis ini 
menjadi aspek yang harus diperhitungkan 
dalam pembangunan kapasitas pertahanan 
nasional.

Spektrum Konflik
Perang

Konvensional
Perang
Hibrida

Measures Short
of War

Konflik Irregular/
Terorisme

Zona Abu-Abu
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Pemikiran Dan Modalitas 
Geopolitik Nasional
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G30S/PKI

“Pendidikan Kewarganegaraan” jadi 
“Pendidikan Kewargaan Negara”

30 Sep ‘65 

1965

Pembentukan 
Partai Golkar
20 Okt ‘64

Poros Jakarta-
Peking-Moskow-
Pyongyang
1964

KTT Non-Blok Pertama
(NEFO & OLDEFO)

01 Sep ‘61

Pembubaran Masyumi
17 Agu ‘60

Penyusunan Buku Manusia 
dan Masyarakat Baru

Dekrit Presiden
1959

05 Jul ‘59

Organisasi Papua Merdeka
01 Des ‘63–Sekarang

Pemberontakan Darul Islam
1948–1962

Pemberontakan RMS
25 Apr–Nov 1950

PRRI-Permesta
1957–1958

Angkatan Perang Ratu Adil
1949–1950

Penumpasan 
PKI 1965–1966

Kongres Pemuda 2
27 Okt ‘28

Pembacaan Sumpah Pemuda 
dan Lagu Indonesia Raya
28 Okt ‘28

Kongres Pemuda 1
30 Apr ‘26

Berdirinya PPKI
17 Des ‘27

Pidato “Indonesia Menggugat”
18 Agu ‘30

Pembentukan BPUPKI

Sidang I BPUPKI

Kelahiran Pancasila

Pembentukan Panitia Sembilan

01 Mar ‘45

29 Mei ‘45

01 Jun ‘45

01 Jun ‘45

Piagam Jakarta

Sidang II BPUPKI

Pembubaran BPUPKI
Pembentukan PPKI

Peristiwa Rengasdengklok

Proklamasi Kemerdekaan

Sidang Pertama PPKI

Pertempuran Surabaya

22 Jun ‘45

10 Jul  ‘45

07 Agu ‘45

17 Agu ‘45

18 Agu ‘45

10 Nov ‘45

Peresmian PPKI
09 Agu ‘45

16 Agu ‘45

Bandung Lautan Api
23 Mar ‘46

Rekonstruksi dan Reorganisasi TNI
20 Jan ‘48

Pemberontakan PKI
18 Sep ‘48

Berdirinya PDRI
22 Des ‘48

Konferensi Meja Bundar
23 Agu–02 Nov ‘49

Indonesia masuk PBB
28 Sep ‘50

Konferensi
Asia Afrika

18 Apr ‘55

Demokrasi 
Terpimpin

05 Jul ‘56

Pengiriman 
Kontingen I Garuda

Deklarasi Juanda & 
Wawasan Nusantara

8 Jan ‘57

13 Des ‘57

1926 1926 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1966

19 Des ’61–15 Agu ‘62
Operasi Trikora

Operasi Dwikora
20 Jan ’63–11 Agu ‘66

Republik Indonesia Serikat
27 Des ‘49

Mosi Integral Natsir
03 Apr ‘50

Indonesia Keluar PBB
07 Jan ‘65 

Gagasan Negara IntegralistikGeo I/II Geo III Geo IV Geo V Umum

Pemikiran Geopolitik Nasional

Sumber: LAB 45 (2022)
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Laos & Myanmar
Gabung ASEAN 
23 Jul ‘97 

ASEAN TAC
24 Feb ‘76

Timor Timur Jadi
Bagian Indonesia 
17 Jul ‘76

ASEAN ZOPFAN
27 Nov ‘71

UNCLOS
10 Des ‘82

Brunei Gabung 
ASEAN
07 Jan ‘84

Kurikulum 1984: 
PPKn

KTT Non-Blok Indonesia
01-06 Sep ‘92

Pembantaian
Santa Cruz
12 Nov ‘91

KTT APEC Pertama 
06-07 Nov ‘98

Indonesia Kembali
Masuk PBB 
28 Sep ‘66

Normalisasi Kehidupan Kampus
1978

Pedoman Penghayatan dan
Pengalaman Pancasila (P4) 
1978

Pemberontakan di Aceh
04 Des '76-15 Agu '05

Gelar Operasi Woyla 
28 Mar ‘81

Reformasi
1998

Kurikulum 1968

Pemberlakuan Dwifungsi ABRI
Agu ‘66

ASEAN Berdiri
08 Agu ‘67

Indonesia
Bergabung OKI
1969

Operasi Seroja
07 Des ‘75 –17 Jul ‘76

Penembakan Misterius (Petrus)
1982-1983

Peristiwa Malari
15-16 Jan ‘74

Penyederhanaan Parpol
1973

Kurikulum 1975 Asas Tunggal Pancasila
19 Feb ‘85

Majalah TEMPO
Dibredel
21 Jun ‘94

1966 19991966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996

Organisasi Papua Merdeka
1 Des '63-Sekarang

Pembubaran PKI
12 Mar ‘66

04 Jul ‘66
Politik Bebas Aktif

UU No.5/1974
Pokok-pokok
Pemerintahan di
Daerah
23 Jul ‘74

Supersemar
11 Mar ‘66

Vietnam Gabungan ASEAN
28 Jul ‘95

Deklarasi
Sirnagalih
07 Agu ‘94

ARF
25 Jul ‘94

Gagasan Negara IntegralistikGeo I/II Geo III Geo IV Geo V Umum

Gerakan Non-Blok
1979

Sumber: LAB 45 (2022)
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Indonesia Ketua ASEAN
07 Okt ‘03

Operasi Militer di Aceh
19 Mei ‘03

KAA
19-24 Apr ‘05

KTT Asia Timur
14 Des ‘05

UU No.11/2006 Pemerintahan Aceh
01 Agu ‘06

Pilpres Pertama
05 Jul ‘04

UU TNI
16 Okt ‘04 

Kamboja Gabung ASEAN
30 Apr ‘99

Referendum Timor Timur
30 Agu ‘99

Pengibaran Bendera Bintang Kejora
30 Des ‘99

 
Pengakuan Kong Hu Chu dan Imlek
17 Jan‘00

Kerusuhan Sampit
18 Feb ‘01

UU No.18/2001 Otonomi Khusus Papua
21 Nov ‘01

UU No.18/2001 Otonomi Khusus Aceh
09 Agu ‘01

Pemilu Langsung Pertama
2002
UU Polri &
UU Pertanahan Negara
08 Jan ‘02

KTT G-20 Pertama
26 Sep '99

UU No.22/1999
Instansi Otonomi Daerah
07 Mei ‘99

ASEAN Chapter 
Nov ‘07

Komunitas ASEAN
2015

KTT KAA
19-24 Apr ‘15

Revisi UU Otonomi
Khusus Papua 
19 Jul ‘21

Kurikulum Merdeka
Feb ‘22

Pendidikan Pancasila
12 Jan ‘22

Indonesia Ketua G20
15-16 Jan ‘22

Kurikulum 2013
07 Mei ‘13

MP3EI
27 Mei ‘11

Poros Maritim Dunia
2014

Aksi 212
02 Des ‘16

Pembentukan BPIP
28 Feb ‘18

Pembentukan UKP-PIP
19 Mei ‘17

1999 20221999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI
2020-Sekarang

Pemberontakan di Aceh
04 Des ‘76-15 Agu ’05

Organisasi Papua Merdeka
01 Des ‘63-Sekarang

Gagasan Negara IntegralistikGeo I/II Geo III Geo IV Geo V Umum

Indonesia Ketua ASEAN
17 Nov ‘11

Sumber: LAB 45 (2022)
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Gagasan Geopolitik Soekarno
“kami dari Asia dan Afrika menentang kolonialisme dan 
imperialisme. Singkirkan pengekangan terhadap 
kemerdekaan dan emansipasi, dan ancaman 
terhadap perdamaian akan lenyap.”

Anti-Kolonialisme

“kita hidup di zaman pembangunan bangsa-bangsa. 
Proses ini tidak dapat dielakkan. Kemarin Asia kini 
Afrika, dan itu merupakan proses yang belum selesai. 
PBB hanya dapat menjadi efektif bila mengikuti 
sejarah, tidak membendung atau menghambat 
jalannya.”

Kebangkitan Asia dan Afrika

“Marilah kita tinjau apakah Asia atau Afrika 
atau Jenewa akan memberi tempat yang 
permanen kepada kita, yang jauh dari Perang 
Dingin, tidak terikat pada salah suatu blok dan 
di mana para Delegasi dapat bergerak 
dengan leluasa dan bebas.”

Bebas Aktif

“Kita semuanya telah berhimpun dengan sukarela, 
sebagai saudara dan sederajat dalam organisasi 
ini. Nasib umat manusia tidak dapat lagi 
ditentukan oleh beberapa bangsa besar. Kami, 
bangsa-bangsa yang lebih muda berhak 
bersuara.”

Kesetaraan

“Panca Sila atau Lima Sendi Negara kami itu 
tidaklah langsung berpangkal pada Manifesto 
Komunis ataupun Declaration of Independence. 
Saya percaya bahwa jalan keluar daripada 
konfrontasi ideologi terletak pada dipakainya 
Panca Sila secara universal.”

Panca Sila

“Kami tidak berusaha mempertahankan dunia yang 
kami kenal, kami berusaha membangun suatu dunia 
baru, yang lebih baik. Bangunlah dunia ini kembali! 
Bangunlah suatu dunia di mana semua bangsa 
hidup dalam dunia damai dan persaudaraan.”

Membangun Dunia Baru

Kolonialisme dan Geopolitik Perang Dingin menjadi latar belakang sejarah pidato 
Soekarno di Sidang Majelis Umum PBB ke-15. Meskipun demikian, poin-poin dalam pidato 

to build the World a New, seperti politik bebas aktif, kesetaraan, kebangkitan Asia dan 
lainnya masih relevan dengan kondisi geopolitik terkini.

Sumber: Soekarno (1960)
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Laut Kepulauan & Teritorial

Zona Ekonomi Eksklusif

Batas Landas Kontinen

ALKI

VietnamThailand

India
Filipina

Palau

Timor-Leste

Australia

Papua Nugini

Obyek Vital

Daerah Konflik

Gas

Minyak

Batu Bara

Nikel

Titanium

Emas

Timah

Tembaga

Malaysia

Singapura

Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia

Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa, tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan 
dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional. Deklarasi Djuanda yang 
kemudian diwujudkan pada melalui Konvensi Hukum Laut Dunia telah memfasilitasi gagasan kesatuan wilayah. Deklarasi 
Djuanda menyatakan Indonesia menganut prinsip-prinsip kenegaraan berlandaskan kepulauan.

Sumber: LAB 45 (2022)
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Implementasi Wawasan Nusantara: 
Pertahanan Berlapis

Kalimantan

17 Jan
24 Des

11 Jan

8 Jan

15-16 Des

24 Des

21-24 Feb

16 Feb

24 Jan

14 Mar

7 Mar

1 Mar

8 Mar

18 Feb

8 Feb

20 Feb

20 Feb

30-31 Jan

23 Jan

5 Apr

4 Apr

20 Apr

19 Feb

31 Mar

KEKUATAN
TENGAH

KEKUATAN
BARAT

Singapura diberikan
15 Februari

KEENAMBELAS

SELATAN

Sulawesi

Jawa

Papua

Filipina

7 Mar

(25 Feb - 9 Mar)

TAKAHASHI

KONDO

NAGUMO

NAGUMO

TAKAHASHI

Yamaguchi

OZAWA

TERAUCHI

IMAMURA Filipina diberikan
6 mei

11 Jan

7 Mar

PERTEMPURAN 
LAUT JAWA

27 FEB

PERTEMPURAN 
SELAT SUNDA

28 FEB

Jawa diberikan
8 maret PERTEMPURAN 

SELAT LOMBOK 
18-19 FEB

ARMADA UDARA
PERTAMA

ARMADA
KEDUA

Timor Dievakuasi
Februari

ARMADA UDARA
PERTAMA

DARI PALAU

KOMANDO
DIVISI 2

DARI JEPANG
KEKUATAN

TIMUR

PERTEMPURAN 
BALIKPAPAN
24-23 JAN

KEKUATAN
TIMUR

Jalur Penyerangan Jepang terhadap Hindia-Belanda saat Perang Pasifik

Sumber: LAB 45 (2022)
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Strategi pertahanan laut Indonesia berlandaskan pada pola historis serangan Jepang di Perang Pasifik. Sistem pertahanan 
berlapis ditujukan untuk mencegah penetrasi serupa sehingga mensyaratkan terbentuknya tiga zona pertahanan, yaitu zona 
penyangga dengan kemampuan serangan pendahuluan, zona pertahanan ydengan kemampuan serangan balas (counter 
offensive), dan zona perlawanan sebagai daerah perang berlarut atau gerilya.

: ALKI

A

B

C

D

A   : Zona Penyangga
B   : Zona Pertahanan Utama
C+D  : Zona Perlawanan
A+B : Daerah Pertempuran
C   : Daerah Komunikasi
D   : Daerah Belakang

Strategi Pertahanan Laut Indonesia

Sumber: LAB 45 (2022)
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LIMA PILAR KETAHANAN
NASIONAL
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Kapasitas Geopolitik

Indeks Kinerja
Lingkungan

Indeks
Kesehatan Laut

Indeks
Keamanan Energi

Indeks Keamanan
Siber Nasional

Kepemilikan Kapal
Fregat, dan Kapal
Perusak

Kepemilikan
Tank Tempur

Kepemilikan
Pesawat Jet
Tempur dan Pembom

Indeks
Kebebasan

Global

PDB Per Kapita

Indeks Efektivitas
Pemerintahan

Indeks
Pembangunan

Manusia

GEOPOLITIK

Geografi
Fisik

Instrumen
Geografi

Geografi
Manusia

Sumber: Bank Dunia (2022); E-Governance Academy (2022); GFI (2022); IISS Military Balance+ (2022); IMF (2022); OHI (2020); UNDP (2022).
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JepangInggris

Israel

Italia

Kanada

Prancis

Spanyol

Singapura

Amerika Serikat

Australia

Jerman

Belanda

Swedia

Tiongkok

Turki

Arab Saudi

Malaysia

Thailand

Afrika Selatan

Filipina

Indonesia

UEA

Meksiko

ArgentinaMyanmar

India

Rusia

Mesir

Pakistan

Brasil

Iran

Vietnam

Nigeria

Kamboja

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5 6

G
eo

g
ra

fi 
Fi

si
k

Geografi Insani

Korea Selatan

Maksimal Tinggi Sedang Rendah

Triangulasi Determinan Kapasitas Geopolitik

Grafik di atas menunjukkan hasil penghitungan kapasitas geopolitik berdasarkan tiga dimensi geopolitik, yakni geografi 
fisik, geografi insani, dan instrumen geografi. Secara agregat, Indonesia memiliki kapasitas geopolitik sedang. Guna 
memaksimalkannya, isu spesifik yang perlu diperbaiki antara lain: 1) Geografi Fisik, terus mendorong pembangunan berkelanjutan, 
seperti transisi energi, untuk meningkatkan kapasitas ekologi; 2) Geografi Insani, meningkatkan taraf hidup masyarakat di 
berbagai lini (pendidikan, ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan) serta meningkatkan kematangan institusional pemerintahan; 
dan 3) Instrumen Geografi, meningkatkan kemampuan relatif pertahanan Indonesia di semua matra dan mengintensifkan 
penguasaan teknologi, khususnya di bidang siber dan pemanfaatan ruang angkasa.

Sumber: Bank Dunia (2022); E-Governance Academy (2022); GFI (2022); IISS Military Balance+ (2022); IMF (2022); OHI (2020); UNDP (2022).
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Debat Paradigmatik
Perimbangan Kekuatan

Hegemonik Balancing Bandwagoning

Kompleks Keamanan
Regional

Bersahabat
(Amity)

Bermusuhan
(Enmity)

Komitmen Aliansi

Tinggi Rendah Tidak Ada

Perubahan Teknologi Militer

Evolusi Krida
Yudha

Revolusi Krida
Yudha

Industri Pertahanan

Autarki
Counter-

Dependent
Bergantung

Asing

Tipe Perang I

Tipe Perang II

Berbasis Darat Full Spectrum

Tipe Perang III

Interaksi Pertempuran

Simetris Asimetris

Medan Perang

Durasi Operasi

Operasi Militer

Satu Matra Lintas Matra

Disposisi Kekuatan

Gelar Penindakan

Gelar Kekuatan

Karakter AD

Proporsi Anggaran
Pertahanan

Pengerahan Pasukan

Mobilisasi Pasukan Cadangan

Total Terbatas

Non-Konvensional Konvensional

Terbatas Semesta

Terbuka Kompleks

Singkat
(decisive)

Berlarut
(protracted)

Terpusat Menyebar

Serangan Pertama Serangan Balasan

Pertahanan Dalam Pangkalan Aju

Mekanik Berat Ringkas Kilat

<1% 1-3% >3%

Keamanan Dalam
Negeri Ekspedisi

Jumlah Pasukan

Grande Imperial
Ringkas, Kilat,

Mematikan

Pusat Kekuatan

Daya
Hancur

Mobilitas
Strategis

Mobilisasi
Pasukan

Posisi Indonesia Terkini

Perdebatan teoretis para ahli dalam kajian 
pertahanan mencakup empat aspek. Pertama, 
lingkungan strategis menjelaskan dinamika 
eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap 
perumusan kebijakan pertahanan. Aspek ini 
mencakup perimbangan kekuatan, kompleks 
keamanan regional, dan komitmen aliansi. Kedua, 
tipe perang mencakup karakter perang. Ketiga, 
strategi militer menguraikan strategi pertempuran 
yang umum diadopsi. Aspek ini mencakup, interaksi 
pertempuran, medan perang, durasi operasi, 
operasi militer, disposisi kekuatan, gelar penindakan 
dan gelar kekuatan. Keempat, postur militer 
merujuk pada kondisi organisasional yang menjadi 
pendukung operasi perang. Aspek ini mencakup 
karakter Angkatan Darat (AD), proporsi anggaran 
pertahanan, jumlah pasukan, pengerahan pasukan, 
mobilisasi pasukan cadangan, dan pusat kekuatan.
 
Kajian literatur menunjukkan bahwa tidak ada 
konsensus terkait praktik terbaik pengembangan 
pertahanan. Berbagai konteks, baik internal 
maupun eksternal, memengaruhi pemilihan 
kebijakan pertahanan militer atau negara. Posisi 
Indonesia sendiri cenderung beragam dan tidak 
merepresentasikan satu posisi pertahanan tertentu.Sumber: LAB 45 (2021)
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Generasi 1

Generasi 3

Generasi 2

Generasi 4

Generasi 5

Generasi Perang
Perang dilaksanakan 
secara tertib melalui taktik 
garis dan kolom

Perang dilaksanakan 
secara tertib dengan 
mengedepankan
manuver, kecepatan, 
elemen kejut, serta dislokasi 
mental dan fisik

Monopoli negara 
berkurang, aktor 
nonnegara muncul sebagai 
pelaku peperangan

Perang dengan memanfaatkan teknologi jejaring, seperti 
kapasitas satelit, serangan siber serta kampanye disinformasi

Perang dilaksanakan 
dengan mengutamakan 
daya hancur dengan 
tujuan atrisi

Sumber: Lind (2004)
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Dinamika
regional

D
ina

m
ika

 Eksterna
l

D
ina

m
ika

 Interna
l

Bermusuhan (1945-1966)
Perang Dingin (1947-1991)

Mengimbangi lawan
(balancing)
1945-1966

Berkawan dengan Amerika Serikat
(bandwagoning)

1967-2014

Mengimbangi lawan
(balancing)

2014-sekarang

Amerika Serikat & Uni Soviet
(1957-1991)

Bersahabat (1966-2009)

Amerika Serikat
(1991-2010)

Bermusuhan (2010-)

Amerika Serikat & Tiongkok
(2011-sekarang)

Inggris, Amertika Serikat,
Uni Soviet, & Prancis (1945-1956)

Politik
pertahanan

Indonesia

Momentum
internasional

1945 1950 1955
Orde Lama

1963
Operasi Dwikora

1975
Operasi Seroja

1977-2002
De�ensif

S.B.Yudhoyono
Reformasi
Joko Widodo

2011
Operasi Pembebasan
Sandera Sinar Kudus

2016
Operasi Tiniombala

2002-sekarang
Defensif aktif

Ekspansi
(1986-1998)

Reduksi
(1985)

Reduksi
(1999-2009)

Ekspansi
(2010-sekarang)

1996
Operasi Mapenduma

1990
Opereasi

Jaringan Merah

1981
Operasi Woyla

Suharto
Orde Baru

Ekspansi
(1949-1984)

1959-1976
Ofensif

1961
Operasi Trikora

Karakter
militer

Politik
pertahanan

Penataan
organisasi

TNI

Karakter
organisasi

Ekspansi
(1945-1947)

Reduksi
(1947-1948)

1945-1959
Defensif

1947
Operasi Gerilya

Semesta

Sukarno

Operasi utama
TNI AD

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2010

Kekuatan
utama dunia

1945
Perang Dunia II

berakhir

1955
Pembentukan

Pakta Warsawa

1956
Krisis Suez

1967
Pembentukan

ASEAN

1957
Eksplorasi luar

angkasa dimulai

1950
Perang Korea

1947
Politik pembendungan
(awal Perang Dingin)

1949
Pembentukan NATO

Tees nuklir pertama Soviet

1962
Krisis Misil Kuba

1965
Perang Vietnam

dimulai

1975
Perang Vietnam

berakhir

1976
Traktat ASEAN
“Persahabatan

dan Kerja Sama (TAC)”

1979
Invasi Uni Soviet
ke Afghanistan

1991
Uni Soviet runtuh

2001
Serangan

11 September

2006
Traktat Lombok

2021
AUKUS

2017
Quad

2013
Belt & Road

Initiative

2005
KTT Asia Timut

pertama

2011
Tiongkok menjadi ekonomi

nomor dua dunia

Kebijakan “Pivot to Asia”
Amerika Serikat

1969-1979
Dtente: Amerika Serikat & Uni Soviet

1956-1966
Pemisahan Uni Soviet & Tiongkok

1945-1949
Perang Kemerdekaan

Indonesia

2010-
Peningkatan pengaruh Tiongkok,

perang dagang, & konflik Laut Cina
Selatan

1985
Penyederhanaan

organisasi TNI

1988
UU Prajurit

2019
Pembentukan

Kogabwilhan dan
Koopsudnas

2010
Postur KPM 2024

dimulai

1999
TNI

2012
UU

Indhan

2019
UU

PSDN

2010
Perpres

Organisasi
TNI

2004
UU
TNI

2002
UU

Hanneg

1982
UU Hankamneg RI &

Keppres Organisasi ABRI

1959
Dekrit Presiden

1962
ABRI

1947
TRI TNI

(penataan organisasi)

1946
Tentara Keselamatan

Rakyat

1945
BKR TKR

1949
APRIS

1950
APRI

1958
PolitikJalan Tengah

(cikal bakal Dwifungsi)

1945
Kemerdekaan

Indonesia

1954
UU Pertahanan

Negara

B.J.Habibie

Abd.W
ahid

Megawati

Evolusi Geopolitik
dan Militer Indonesia

Kondisi geopolitik (eksternal) dan karakter organisasi militer (internal) Indonesia selalu mengalami perubahan dan saling 
memengaruhi. Lingkungan eksternal dapat mendorong organisasi militer mengadopsi satu pendekatan perang tertentu. Di sisi 
lain, konteks internal mampu mengarahkan karakter kebijakan politik pertahanan negara. 

Sumber: Widjajanto, dkk. (2022)
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Kerangka Pembangunan Pertahanan
Pilar Doktrin Pertahanan 2045

Ekonomi
Pertahanan

Transformasi
Pertahanan

Kemandirian
Pertahanan

Industri
Pertahanan

Adopsi
Teknologi

Investasi
Pertahanan

Mobilisasi

Pertahanan

Rakyat

Semesta

Perang Berlarut

Defensif Aktif

Pertahanan
Dalam

Gabungan

Visi Pembangunan Pertahanan

2 4

1 3 5

REFORMASI
MILITER

TNI dalam koridor
politik demokrasi

INVESTASI
PERTAHANAN

Produksi ceruk, rantai
produksi global, kemandirian

industri pertahanan

TNI 2045
Kekuatan pertahanan

Indonesia
Kekuatan militer Asia Timur

TRANSFORMASI
PERTAHANAN

TNI 4.0
Adopsi teknologi utama

MODERNISASI
PERTAHANAN

KPM 2024

S.B.
Yudhoyono

Juwono
Sudarsono

Purnomo
Yusgiantoro

Megawati
Sukarnoputri

Mahfud M.D. Matori Abdul
Djalil

Joko Widodo Ryamizard
Ryacudu

Prabowo
Subianto

Peningkatan kapasitas pertahanan menjadi salah satu komponen penting dalam menghadapi berbagai skenario konflik di masa 
depan. Hal dicapai melalui visi “Kekuatan Pertahanan Indonesia” tahun 2045. Terdapat pilar doktrin serta tahapan yang harus 
dilalui untuk mencapai visi terebut. Presiden Megawati memberi fondasi reformasi militer melalui UU TNI. Presiden Yudhoyono 
menetapkan Kekuatan Pokok Minimum (KPM) 2024 yang menjadi dasar modernisasi pertahanan. Presiden Joko Widodo tengah 
mendorong investasi pertahanan melalui penerbitan UU Cipta Kerja serta secara simultan mewujudkan transformasi pertahanan 
melalui adopsi teknologi-teknologi militer utama.

Sumber: Widjajanto, dkk. (2022)
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Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Balikpapan

Samarinda

Energi Rendah
Karbon

Bahan Kimia dan Produk
Kimia: Petrokimia

Farmasi Terintegrasi: Bahan
aktif obat-obatan generik

Sektor Energi Rendah
Karbon

Wilayah Kalimantan
Timur lainnya

Industri Pertanian
Berkelanjutan

Ekowisata

Energi rendah karbon

K-IKN (dlm area
56.000 ha)

Pusat badan litbang
dan inovasi

Ekowisata, Pariwisata kota,
bisnis, medis dan kebugaran

Industry 4.0 dan smart city

Pendidikan abad ke-21Kawasan Industri (KI)
Muara Jawa

Energi Rendah Karbon: E2W
dan panel surya

Farmasi Terintegrasi:
Biosimilar dan Vaksin

Industri Pertanian
Berkelanjutan

Maloy (MBTK)
Bahan Kimia dan Produk
Kimia: Oleokimia

KI Muara Jawa

Samarinda
Wilayah Kalimantan
Timur lainnya

Maloy (MBTK): -300km utara Samarinda

Balikpapan

K-IKN

Jalur Laut Jalur Darat Jalur Udata Konektivitas ALKI

Kalimantan
Timur

Kalimantan
Tengah

Jawa Barat

Sulawesi
Selatan

Aceh

Sumatera
Utara

Sumatera
Barat

Sumatera
Selatan

Jambi

Riau

Bengkulu

Lampung

Banten

Kep. Riau

Jawa Tengah

Jawa Timur

Kalimantan
Barat

Kalimantan
Utara

Kalimantan
Selatan

Bali
NTB

NTT

Sulawesi
Utara

Gorontalo

Sulawesi
Tengah

Sulawesi
Barat

Sulawesi
Tenggara

Maluku
Utara

Maluku

Papua

Papua
Barat

Kep. Bangka
Belitung

DI
Yogyakarta

DKI
Jakarta

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak hanya ditujukan untuk menjawab 
tantangan nasional, tetapi juga global. Melihat pembangunan IKN dari kacamata empat 
kapasitas sebelumnya, pemindahan IKN ke tengah wilayah Indonesia yang merepresentasikan 
keadilan merupakan perwujudan dari sistem Demokrasi. Pemindahan IKN diharapkan 
mendorong pemerataan akses serta pertumbuhan semua wilayah Indonesia. Selanjutnya, 
pembangunan IKN divisikan menjadi kota dunia yang berkelanjutan dengan konsep smart, 
green, blue city, serta hub bagi perekonomian nasional dan regional. Hal tersebut tercermin 
dalam sebaran sektor ekonomi dan industri IKN dan Kalimantan Timur sebagaimana terlihat 
pada gambar di samping. Sumber: Badan Otoritas IKN

Sumber: LAB 45 (2022)
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Kerawanan Ibu Kota Negara

Perang di Ibu Kota Negara

Pasca Perang
Dingin

1991 -
Dekolonialisasi
Afrika

1960-1975
Perang Dunia II
1939-1945 

Perang Dunia I
1914-1918 

Dekolonialisasi
Asia

1946-1950

1910

16
Perang Linear (Perang)

14
12
10
8
6
4
2
0

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Ibu kota negara merupakan infrastruktur 
strategis karena perannya sebagai pusat 
pemerintahan. Oleh karena itu, ibu kota 
rentan mengalami serangan. Secara 
historis, terdapat beberapa periode 
puncak perang di ibu kota, seperti Perang 
Dunia I, Perang Dunia II, Dekolonialisasi 
Asia-Afrika, serta periode awal berakhirnya 
Perang Dingin. 

Akses pelabuhan membuka kesempatan 
ekonomi tetapi juga memberi kerawanan 
pertahanan. Pelabuhan merupakan akses 
penggelaran kekuatan lawan serta sering 
menjadi sasaran dalam perang. Kondisi 
ini salah satunya ditunjukkan konflik 
Rusia-Ukraina. Penyerangan dan blokade 
pelabuhan menjadi prioritas dalam operasi 
militer Rusia. Kerawanan ibu kota dengan 
akses pelabuhan juga ditunjukkan tilik 
data historis. Sejak Perang Dunia I tren 
penyerangan ibu kota dengan pelabuhan 
cenderung meningkat. Selain itu, data 
historis juga menunjukkan ibu kota dengan 
pelabuhan rentan terhadap berbagai 
bentuk ancaman.

Pertempuran di Ibu Kota dengan Pelabuhan Ancaman Ibu Kota dengan Pelabuhan
30

25

20

15

10

5

0
Perang Dunia I Periode Interim Perang Dunia II Perang Dingin Pasca Perang Dingin

30

25

20

15

10

5

0
Pemberontakan Agresi Perang Saudara Pelanggaran Wilayah Sabotase/teror

Sumber: LAB 45 (2022)
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Kerentanan Nusantara
Gelar Kekuatan Tiongkok

1.000 km

3.000 km

5.400 km

Short-range ballistic missile

Medium-range ballistic missile

Intermediate-range
ballistic missile

Sistem peluncur: 250
Rudal: 750 - 1.500

Sistem peluncur: 150
Rudal: 150 - 450

Sistem peluncur: 80
Rudal: 80 - 160

Pesawat tempur
Pesawat pembom
Pesawat jet tempur

Tipe rudal
Rudal jelajah anti kapal
Rudal pertahanan udara

Radar
Radius radar
(target di atas 25.000 kaki)

Radius radar
(target di atas permukaan laut)

Basis Rudal Balistik PLA

Gelar kekuatan militer negara-negara adidaya di Indo-Pasifik menjadi kerawanan bagi Indonesia secara umum dan Nusantara 
secara khusus. Wilayah udara nusantara masuk dalam cakupan tiga kapabilitas militer AS, yakni pesawat pembom strategis, jet 
tempur, dan rudal jelajah. Di sisi lain, wilayah Nusantara juga masuk dalam radius rudal balistik, jet tempur, dan pesawat pembom 
Tiongkok.  Pangkalan militer AS juga tersebar dari Samudra Pasifik hingga Australia. Hal ini berpotensi menjadi ancaman apabila 
AS menggunakannya sebagai sebagai pangkalan aju untuk memproyeksikan kekuatannya ke Selat Taiwan melalui Indonesia. 
Wilayah laut Indonesia juga menjadi jalur pelayaran kapal selam, baik konvensional maupun nuklir.

Gelar Kekuatan AS

SINGAPURA

INDONESIA

AUSTRALIA

PAPUA NUGINI

MALAYSIA

THAILAND

FILIPINA

TAIWAN

Kepulauan
Mariana
Utara

PALAU
FEDERASI

NEGARA-NEGARA
MIKRONESIA

Darwin

Perth

Perth ke Selat Sunda
sekitar 4 hari, 3100 km

Perth ke Selat Lombok
sekitar 3 hari, 2700 km

Guam

Guam

Pangkalan militer AS
atau basis militer sekutu
Radius pesawat
pembom
Radius pesawat jet
tempur 

SSK/SSN
Radius rudal jelajah

Carrier Battle Group

Guam ke Laut Sulu
sekitar 5 hari, 3400 km

Hawaii ke Guam
sekitar 9 hari, 5740 km

Sumber: LAB 45 (2022) Sumber: LAB 45 (2022)
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Tantangan Pertahanan Internal: 
Kondisi Geografis

Pilar Pusat Kekuatan Mobilitas Strategis

Angkutan
Udara

Angkutan
Laut

Pemosisian

< 100M
100 - 500 m
500 - 1000 m
1000 - 1500 m

2000 - 2500 m
> 2500 m

1500 - 2000 m

Nusantara

Geografi Nusantara

Peta di atas menujukkan kondisi geografis Nusantara. Kawasan sekitar Nusantara dikelilingi oleh perbukitan dengan elevasi 
mencapai 1500 meter di atas permukaan laut. Nusantara juga memiliki akses maritim yang meningkatkan kerawanan penyerbuan 
dari laut. Kompleksnya medan (terrain) Nusantara menuntut pusat kekuatan (center of gravity) pertahanan untuk diarahkan pada 
aspek mobilitas strategis yang berkarakter ringkas, kilat, dan mematikan. Opsi ini menekankan pada kemampuan penggelaran 
kekuatan secara cepat dalam menghadapi ancaman serbuan atau infiltrasi musuh. Kekuatan militer dengan tingkat mobilitas 
tinggi dapat terbentuk melalui perencanaan pemosisian prajurit, yang sejalan dengan karakter medan dan ancaman, serta 
kehadiran alutsista berdaya angkut mumpuni. Lebih lanjut, kompleksnya medan di Nusantara juga meniscayakan kebutuhan 
gelar operasi lintas medan. Operasi ini menekankan pada sinergi lintas matra.

Sumber: LAB 45 (2022) Sumber: LAB 45 (2022)
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Rekomendasi Gelar Pertahanan
Ibu Kota Nusantara

Strategi Pertahanan Laut Nusantara meliputi strategi penangkalan, strategi pertahanan berlapis, dan strategi pengendalian 
laut. Posisi Ibu Kota Nusantara (IKN) berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, choke point di Selat Makassar, serta tidak 
jauh dari pesisir pantai sehingga membutuhkan pendekatan keamanan dan strategi pertahanan yang lebih spesifik.

Kendali Ruang Udara

KOGABWILHAN I KOGABWILHAN II KOGABWILHAN III

KOSEK III

KOSEK I
KOSEK II KOSEK IV

HSN

RHF

MUS

SIM

SWO

SUT

RSN

RSA

SPO

SMH TDN

HLM

ATS SDM

ADI
IWJ

MUL

ABD

RAI

ZAM

IKR
SAM

DMB

ANB

SRI

HLO

HND

LWM

PTM

DMN

IDW

MNA

SPR

YKU

DMA

ELI

LANUD TIPE C

ALKI

KOGABWILHAN

LANUD TIPE A

LANUD TIPE B

RENSTRA 2015-2024 

RENSTRA 2025-2029 

DAERAH OPS. KOOPSUD

RADAR OPERASIONAL

HHS

Sumber: LAB 45 (2022)

Sumber: LAB 45 (2022)
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Gelar Kemampuan Koarmada RI

KOARMADA 1 KOARMADA 2 KOARMADA 3

LANTAMAL I

LANTAMAL II

LANTAMAL III

LANTAMAL IV

LANTAMAL V

LANTAMAL XII

LANTAMAL VII

LANTAMAL XIII

LANTAMAL VI

LANTAMAL VIII

LANTAMAL IX

LANTAMAL XIV

LANTAMAL XI

LANTAMAL X

1

2

3

LANTAMAL

LANAL

GUSKAMLA

DAERAH OPS. KOARMADA

KILANG

TT / INSTALASI

DEPOT

DAERAH OPS.LANTAMAL

ALKI

GUSPURLA

PASUKAN MARINIR

KOARMADA - Komando Armada Republik Indonesia
Karakteristik geografis dan ancaman menunjukkan bahwa wilayah laut dan udara menjadi titik rawan bagi IKN. Kondisi ini 
meniscayakan penyesuaian gelar kekuatan di matra laut dan udara. Gelar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI 
AL) untuk pertahanan IKN dapat dilakukan dengan peningkatan status Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Balikpapan menjadi 
Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal). Invasi Jepang terhadap Hindia Belanda saat Perang Pasifik menunjukkan 
kemungkinan pemanfaatan  ALKI II dan ALKI III untuk menduduki infrastruktur strategis nasional. Preseden ini menjadikan gelar 
anti-akses dan penangkalan laut di sekitar Ibu Kota Nusantara mendesak.

Sumber: LAB 45 (2022)
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KOOPSUDNAS - Komando Operasi Udara Nasional
Pembentukan Koopsudnas menjadikan upaya peningkatan kapabilitas antiakses dan penangkalan wilayah udara di sekitar 
Ibu Kota Nusantara secara organisasional lebih mungkin untuk dilakukan. Koopsudnas akan mengintegrasikan seluruh satuan 
dan fungsi, baik ofensif maupun defensif. Secara spesifik, gelar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) untuk 
pertahanan IKN dapat dilakukan dengan mengubah status Komando Sektor (Kosek) II di Makassar menjadi Kosek IKN dengan 
tetap mempertahankan keberadaan Kosek di Jakarta. Kosek IKN setidaknya harus dilengkapi dengan satuan rudal pertahanan 
udara jarak jauh. Selain itu, peningkatan status Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Dhomber dari tipe B menjadi tipe A juga 
dibutuhkan untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan udara.

Gelar Kemampuan Kopsudnas

HSN

RHF

HHS

DEPOT

KILANG

TT / INSTALASI

ALKI

DAERAH OPS. KOOPSUD

LANUD TIPE B

LANUD TIPE C

KOGABWILHAN

LANUD TIPE A

RADIUS TEMPUR F-16

RADIUS TEMPUR Hawk

RADIUS TEMPUR Su-30/35

RADIUS TEMPUR RAFALE

MUS

SIM

SWO
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SMH TDN

HLM

ATS SDM
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MUL
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ZAM

IKR
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DMB
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MNA

SPR

YKU

DMA

ELI

IWJ

KOOPSUD I KOOPSUD II KOOPSUD III

KOSEK III

KOSEK I
KOSEK II

KOSEK IV

Sumber: LAB 45 (2022)
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Posisi Indonesia dalam
Indeks Ekonomi Hijau

Green Growth Index 
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Peluang Ekonomi Hijau

Perl indungan SDA

Inklusi Sosial

Indonesia Rerata Dunia Ambang Batas

Skor Green Growth Index (GGI) Indonesia tahun 
2020 menempati urutan ke 58 di dunia dan 
urutan ke 9 di kawasan Asia dengan nilai 57,08. 
Secara umum, perkembangan Indonesia cukup 
baik apabila dibandingkan dengan rerata skor 
GGI di kawasan.

Dari empat dimensi, Peluang Ekonomi Hijau menjadi dimensi yang memperoleh penilaian terendah dengan nilai 26,62. Indonesia 
masih tertinggal pada aspek inovasi hijau (0), perdagangan hijau (10,58), dan pekerjaan hijau (25,3). Meskipun demikian, hal 
serupa terlihat pada penilaian Kawasan Asia (24,11) dan Global (26,43). Selanjutnya, nilai paling tinggi Indonesia terlihat pada 
dimensi Inklusi Sosial sebesar 66,68. Meskipun nilai tersebut berada di atas rata-rata Kawasan Asia (63,1), nilai tersebut justru 
berada di bawah nilai rata-rata global (70,23).

Sumber: GGGI (2020)
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Environment Performance 
Index (EPI) Indonesia 
menempati urutan ke 164 
di dunia dan urutan ke 22 
dari 25 negara di Kawasan 
Asia Pasifik dengan nilai 
EPI 28,2. Secara umum nilai 
Indonesia masih berada di 
bawah rerata skor EPI dunia. 
Dari ketiga dimensi EPI, 
dimensi Perubahan Iklim 
menjadi dimensi dengan 
nilai terendah, utamanya 
terkait proyeksi emisi GRK 
di 2050 jika dibandingkan 
dengan ambang batas 
global. EPI mencatat 
bahwa Indonesia masih 
jauh dari jalur penurunan 

emisi GRK berdasarkan rerata fluktuasi emisi GRK kurun 2010-2019 dan ekstrapolasi 
tren tersebut hingga 2050. 

Vitalitas Ekosistem menjadi dimensi dengan nilai terbaik yang diperoleh Indonesia 
walaupun masih terdapat selisih 10 poin dengan ambang batas global. Pelindungan 
terhadap bioma (tingkat global) menjadi indikator dengan perolehan skor terbaik 
Indonesia yang berada di atas nilai ambang batas global. Perolehan nilai tersebut 
sehubungan dengan kinetik Indonesia yang telah  melakukan konservasi pelindungan 
terhadap bioma langka di dunia.

Sumber: Yale (2022)
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Green Future Index
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Posisi Indonesia pada 
Green Future Index 
(GFI) adalah urutan 
ke 70 dari 76 negara 
dengan nilai 3,68. Posisi 
ini menunjukkan bahwa 
Indonesia merupakan 
negara dengan 
perolehan nilai paling 
kecil ke tujuh secara 
keseluruhan. Nilai 
Indonesia terpaut cukup 
jauh dari nilai rerata GFI 
global sebesar 4,82.
 

Indonesia memperoleh 
nilai di bawah rerata 
dunia untuk semua dimensi, dengan dua nilai paling rendah yakni pada dimensi 
Kebijakan Iklim sebesar 2,67 dan Transisi Energi sebesar 3,1. Rendahnya nilai pada 
dimensi Kebijakan Iklim disebabkan minimnya nilai yang diperoleh Indonesia pada 
indikator Kebijakan Pertanian Berkelanjutan, Aksi Iklim, dan Inisiatif Nilai Karbon. 
Sementara pada dimensi Transisi Energi, indikator Pertumbuhan Produksi Energi 
Nuklir, Kontribusi Energi Nuklir, serta Kontribusi Energi Terbarukan menjadi kontributor 
utama capaian nilai bagi Indonesia.

Sumber: MIT (2022)
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Capaian Indonesia
Indeks Variabel

Skor Indonesia
terhadap Rerata

Global

Posisi 
Indonesia Indikator

Green
Growth Index

Peluang Ekonomi Hijau 26,62 (INA)/26,43 (GLB) Baik
1) Inovasi hijau (0); 2) Perdagangan hijau (10,58);
3) Pekerjaan hijau (25,3) ; dan 4) Investasi hijau (70,48)

Penggunaan sumber daya secara
efisien dan berkelanjutan 55,43 (INA)/54,99 (GLB) Buruk

1) Penggunaan air efisien dan berkelanjutan (34,68); 2) Energi efisien dan berkelanjutan (54,97);
3) Penggunaan lahan berkelanjutan (62,43); dan  4) Efisiensi penggunaan bahan baku (79,34)

Perlindungan Sumber Daya Alam 64,86 (INA)/66,08 (GLB) Buruk
1) Nilai Kebudayaan dan Sosial (45,4); dan
2) Perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem (57,5)

Inklusi Sosial 66,68 (INA)/70,23 (GLB) Buruk 1) Perlindungan Sosial (42,12)

Environment
Performance

Index
Kesehatan Lingkungan 25,3 (INA)/42,85 (GLB) Buruk 1) Kualitas Udara (21,5); 2) Air Bersih dan Sanitasi (28,5); dan 3) Pengolahan Limbah (29,5)

Green Future
Index

Transisi Energi 3,1 (INA)/3,61 (GLB) Buruk
1) Pertumbuhan produk energi nuklir (1); 2) Kontribusi energi nuklir (1);  3) Kontribusi energi 
terbarukan (3,1); 4) Pertumbuhan produk energi terbarukan (3,6)

Inovasi Bersih 5 (INA)/5,44 (GLB) Buruk 1) Paten hijau (1); dan 2) Investasi teknologi pangan swasta (3,7)

Environment
Performance

Index

Vitalitas Ekosistem 34,1  (INA)/44,86 (GLB)
Sangat 

Buruk
1) Sumber Air (0); 2) Layanan Ekosistem (13,6); dan 3) Perikanan (16,3)

Perubahan Iklim 23,2 (INA)/41,3 (GLB)
Sangat 

Buruk
1) Proyeksi Emisi GRK (0); 2) Pertumbuhan Emisi Metana (21,7); dan
3) Pertumbuhan Emisi Karbon Dioksida (27,4)

Green Future
Index

Emisi Karbon 5 (INA)/5,67 (GLB)
Sangat 

Buruk
1) Pertumbuhan emisi CO2 pada sektor industri (1,3); dan  2) Emisi CO2 (4,1)

Masyarakat Hijau 4,34 (INA)/5,09 (GLB)
Sangat 

Buruk
1) Upaya daur ulang (2,4); 2) Bangunan hijau (2,9); 3) Transportasi hijau (2,9); 4) Perubahan bersih
dalam wilayah hutan (3,8)

Kebijakan Iklim 2,67 (INA)/4,64 (GLB)
Sangat 

Buruk
1) Kebijakan pertanian berkelanjutan (1); 2) Aksi iklim (2); 3) Inisiatif nilai karbon (3);
4) Pandemic pivot (3,5); dan 5) Kesiapan penangkapan dan penyimpanan karbon (3,9)
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Peluang Ekonomi Hijau Indonesia
Lini Masa Penerbitan Regulasi terkait Ekonomi Hijau

UU No. 7/2021 Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan 

PP No. 22/2021 Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

UU No. 30/
2007 Energi

Perpres No. 98/2021 Penyelenggaraan
Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian
Target Kontribusi yang ditetapkan secara
Nasional dan Pengendalian Emisi Gas
Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional

Perpres No 22/2017
Rencana Umum Energi
Nasional

Perpres No. 55/2019
Percepatan Program
Kendaraan Bermotor
Listrik Berbasis Baterai

UU No. 16/2016 Pengesahan
Paris agreement 

PP No. 46/2016 Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian

Lingkungan Hidup 
Strategis

Perpres No. 41/2016 Tata Cara
Penetapan dan Penanggulangan
Krisis Energi dan Darurat Energi

Perpres No. 4/2016
Percepatan Pembangunan
Infrastruktur Ketenagalistrikan

UU No. 30/ 2009
Ketenagalistrikan 

PP No. 79/2014 Kebijakan
Energi Nasional 

UU No. 21/2014
Panas Bumi

UU No. 11/
2020 Cipta 
Kerja

RUU EBT

2005 2015 2020 2025 20302010

Perpres No 66/2018
Perubahan Kedua atas
Perpres No 61/2015

POJK No.51/2017
Penerapan Tata Kelola

Perusahaan Efek yang Melakukan
Kegiatan Usaha sebagai Penjamin 

Emisi Efek dan Perantara Pedagang 
Efek 

POJK No. 60/2017 Penerbitan dan
Persyaratan Efek Bersifat Utang
Berwawasan Lingkungan (Green 

Bond)  

UU
PP
Perpres

Rancangan

Lainnya

Keterangan: 

UU No. 32/ 2009
Perlindungan

dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Perpres No. 112/2022 Percepatan
Pengembangan Energi Terbarukan
untuk Penyediaan Tenaga Listrik

Pasca penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 yang menandai kesepakatan atas pokok-pokok Persetujuan Paris, 
Indonesia secara konsisten menunjukkan komitmen melalui penerbitan berbagai regulasi dan peta jalan terkait Ekonomi Hijau. 
Tinjauan menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki regulasi hampir pada semua sektor Ekonomi Hijau, yakni sektor energi 
dan ekstraktif, manufaktur, sumber daya alam terbarukan, pasar sumber daya baru, serta konektivitas. Meskipun demikian, 
terlihat adanya dominasi pengaturan pada sektor energi dan ekstraktif.

Sumber: LAB 45 (2022)
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Pemetaan Peta Jalan terkait Ekonomi Hijau

OJK (5 Des 2014)
Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan

di Indonesia 2015 -2019

Kemperin (16 Oktober 2021)
Peta Jalan Pengembangan Industri 

Kendaraan Bermotor Listrik
Berbasis Baterai (KBLBB)

KLHK (Juni 2020)
Road Map Nationally Determined

Contribution (NDC) Adaptasi
Perubahan Iklim

KESDM (2 September 2022)
Peta Jalan Emisi Bebas Karbon Sektor
Energi Indonesia

Kemenkeu (2022)
Indonesia's GCF Country Programme Document

DEN (Proses Penyusunan)
Peta Jalan Transisi Energi Indonesia

Bappenas (Sep 2021)
Green Recovery Roadmap Indonesia 
2021 -2024: Building Back Better Low

Carbon  Development Post COVID -19

Bappenas (2015)
Mewujudkan Pertumbuhan
Ekonomi Hijau di Indonesia:

Peta Jalan untuk Kebijakan,
Perencanaan, dan Investasi

Kemenkeu (2021)
Indonesia Country Programme

for the Green Climate Fund

Bappenas (Agustus 2022)
Green Economy Index: A Step Forward
to Measure The Progress of Low Carbon &
Green Economy in Infpnesia

OJK (2022)
Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0

KBUMN (Proses Penyusunan)
Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Hijau dan

Transisi Energi

Te
la

h 
d

iri
lis

2005 2015 2020 2025 20302010

Keterangan

Peta Jalan

Lainnya

OJK (15 Jan 2021)
Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan 

di Indonesia 2021-2025

Pr
os

es
 

Pe
ny

us
un

a
n

Selain menunjukkan komitmennya atas inisiatif global, berbagai regulasi yang telah dikeluarkan merupakan modal bagi 
Indonesia dalam menggencarkan penerapan Ekonomi Hijau. Upaya ini ditujukan guna mencapai target Net Zero Emission 2060 
yang ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Visi Indonesia 2045 pilar ke-2. 

Sumber: LAB 45 (2022)
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Kinerja Anggaran Perubahan Iklim Alokasi Anggaran Adaptasi dan Mitigasi 2016-2021
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4,11
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Tantangan Ekonomi Hijau
di Indonesia

Penerapan Ekonomi Hijau di Indonesia masih menemukan banyak tantangan. Salah satu tantangan utama yang krusial untuk 
segera dikelola adalah pendanaan. Tren menunjukkan peningkatan terhadap pendanaan anggaran perubahan iklim, dengan 
realisasi sebesar Rp52,42 triliun pada 2016 menjadi Rp126,04 triliun pada tahun 2018. Walaupun sempat mengalami penurunan 
pada menjadi Rp77,81 triliun akibat pandemi COVID-19, alokasi anggaran perubahan iklim kembali meningkat pada tahun 2021 
menjadi Rp104,78 triliun. 

Meskipun demikian, angka tersebut masih jauh dari kebutuhan Indonesia untuk mencapai target penurunan emisi yang mencapai 
Rp4.002,44 triliun secara kumulatif hingga 2030. Untuk itu, Indonesia membutuhkan dukungan berupa sumber pendanaan 
alternatif, di antaranya pendanaan swasta yang berasal dari perbankan, green bonds, corporate social responsibility (CSR), 
filantropi, dan lainnya.

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021) Sumber: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021)
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Proyeksi Kapasitas PLT
EBT 45.153,2 MW dengan

Bauran 33,3%

Proyeksi Kapasitas PLT
EBT 118.648,9 MW

dengan Bauran 37,4%

Proyeksi Kapasitas PLT
EBT 69.651,8 MW

dengan Bauran 36,6%

Proyeksi Kapasitas PLT
EBT 167.646,0 MW

dengan Bauran 37,8%

2025

2030

2040

2050

Potensi EBT Indonesia

Energi Primer Potensi (MW)
Kapasitas Terpasang

2021 (MW) Pemanfaatan

Surya 207.898 231,9 0,11%
Hidro 94.476 6.050,7 6,40%

Bioenergi 32.654 2.131,5 6,53%
Bayu 60.647 154,3 0,25%

Panas Bumi 29.544 2.270,7 7,69%
Gelombang Laut 17.989 0,0 0,00%

Transisi Energi dalam
Penerapan Ekonomi Hijau

Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sudah 
memberi arahan umum pengembangan EBT 
nasional. Secara spesifik, arahan ini dijalankan 
melalui pembangunan pembangkit EBT di 
berbagai wilayah. Bagan di atas, merupakan 
skenario pembangunan rendah karbon, di 
mana pembangkit listrik EBT dan Pembangkit 
Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) harus mencapai 
100% dari primary energy mix pada tahun yang 
menjadi target Net Zero Emission. 

Salah satu cara untuk mewujudkan 
Ekonomi Hijau adalah melalui langkah 
transisi energi menuju sumber energi 
berkelanjutan. Indonesia memiliki 
potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) 
yang besar, namun potensi tersebut 
belum dimanfaatkan secara optimal. 
Sebagaimana tertera dalam bagan 
di atas, pemanfaatan paling tinggi 
yang terlaksana pada energi panas 
bumi baru mencapai 7,69% dari jumlah 
potensi. 

Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017

Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (2022)
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EBT untuk Pencapaian Net Zero Emission
100%

80%

60%

40%

20%

10%
2020

PLTU (Uap)

PLTA (Air)
PLTGU (Gas dan Uap)

Nuklir

EBT lainnya

PLTS+PLTB (Surya+Bayu)

PLTP (Panas Bumi)

2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070

47.6

25.3

9.7

9.4

7.5

53.2

20.5

6.6

8.2

9.3

2.1

46.5

19.0

7.5

9.6

12.5

4.9

26.8

10.1

12.2

9.6

12.0

18.6

10.7

9.7

5.5

18.1

10.7

12.9

24.5

18.6

14.2

1.3

10.9

12.2

31.3

30.0

10.6

13.6

7.8

33.1

34.9

10.5

15.1

6.4

32.8

35.1

10.5

15.1

6.6

32.8

35.0

10.5

15.2

6.5

32.7

35.1

10.5

15.2

6.5

32.8

35.0

Proyek Pembangkit EBT Strategis 2021-2030 (Ongoing – Committed)

MW
PLTA
PLTA
PLTA
PLTA
PLTP
PLTP
PLTA
PLTA
PLTP
PLTP
PLTP
PLTP
PLTP
PLTP
PLTP
PLTP
PLTP
PLTP
PLTA

Peusangan I-II
Kumbih-3
Masang-2
Asahan III
Hululais
Sungai Penuh
Batang Toru
Merangin
Lumut Balai
Sorik Marapi
Muara Laboh
Rantau Dedap
Rajabasa
Sumatera Pump Storage I (Toba)
Tanjung Sakti
Simonggo 2
Danau Ranau (FTP II)
Kepahiang
Bendungan Merangin PUPR

88
45
44
174
110
55
510
350
55
150
145
134
220
500
114
90
20
110
107

Pembangkit EBT

PLTA
PLTBg
PLTBg
PLTBg
PLTBg
PLTA
PLTA
PLTA
PLTA
PLTA

Nanga Pinoh
Air Upas
Kendawangan
Nanga Tayap
Sei Melayu
Kelai
Tabang
Sesayap
Kaltimra
Waduk Lambakan

100
2
3
3
3
55
90
90
800
18

MWPembangkit EBT
PLTM
PLTM
PLTM
PLTA
PLTM
PLTM
PLTM
PLTM
PLTA
PLTA
PLTM
PLTM
PLTM

Iya
Dominaga
Bone Bolango
Sawangan
Buleleng
Halulai
Lapai 2
Bonehau
Malea
Poso Peaker
Ussu Malili
Belajen
Ma'dong

2
3.5
9.9
16.6
1
1
4
4
90
200
3
8
10

PLTM
PLTM
PLTM
PLTM
PLTM
PLTA
PLTA
PLTA
PLTA
PLTA
PLTM
PLTM

Bungin III
Tomata
Biak I II III
Korokabalo
Koro Yaentu
Buttui Batu
Pokko
Konawe
Watunohu
Bakaru 2
Lapai 1
Rioritta

5
10
4
2
10
200
125
21
22
140
5
3

MWPembangkit EBT MWPembangkit EBT

PLTA
PLTA
PLTP
PLTP
PLTP
PLTP
PLTP
PLTP
PLTP
PLTP
PLTP
PLTP
PLTP
PLTS
PLTS

Jatigede
Upper Cisokan PS
Tangkuban Perahu
Unggaran
Baturaden #1-2
Bedugul
Cibuni (FTP2)
Dieng (FTP2) #2-4
Gunung Salak 7
Ijen #1-2
Patuha #2-3
Rawadano
Telaga Ngebel #1-3
Bali Barat
Bali Timur

110
1040
40
55
185
10
10
165
55
110
110
110
55
25
25

PLTS
PLTSa
PLTSa
PLTSa
PLTA
PLTA
PLTP
PLTP
PLTP
PLTP
PLTP
PLTP
PLTP
PLTP

Cirata
Sunter
Benowo
Surakatra
Matenggeng PS
Grindulu
Candradimuka
Wayang Windu #3
Cisolok-Cisukarame
Tampomas
Baturaden #3
Guci
Telaga Ngebel #2-3
Bedugul #2

145
55
9
5
943
1000
40
60
20
45
35
55
110
55

MWPembangkit EBT MWPembangkit EBT

PLTP
PLTS
PLTM
PLTA
PLTM
PLTM
PLTS

Tulehu
Tobelo
Amai
Orya 2
Kokok Babak
Sedau Kumbi
Betun

20
10
1
14
2.3
1.3
0.6

MWPembangkit EBT

Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (2022) Sumber: RUPTL PLN 2021-2030
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Strategi Lingkungan Hidup Nasional

Perubahan Iklim

Pengelolaan
Lingkungan dan 

Pengurangan 
Risiko Bencana

Keanekaragaman 
Hayati

Pembangunan Rendah Karbon termasuk Ekonomi Sirkular

Pembangunan Rendah Karbon termasuk Ekonomi Sirkular

Energi Lahan Limbah Industri Blue Carbon

Kelautan dan Pesisir Air Pertanian Kesehatan

Pengelolaan Sampah dan Polusi

Pengurangan Risiko Bencana Slow On-Set

Sampah Air Limbah Polusi Udara Limbah B3

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
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Keberadaan strategi yang tepat menjadi hal penting untuk mencapai target Ekonomi Hijau. Strategi berfungsi untuk menghalau 
berbagai tantangan yang dijumpai serta pada saat yang bersamaan mengoptimalkan modal dan peluang yang dimiliki. Salah 
satu strategi yang telah disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yakni agenda strategis lingkungan 
hidup nasional untuk mencapai Ekonomi Hijau.

Agenda strategis berfokus pada tiga area utama, yakni (1) perubahan iklim, (2) pengelolaan lingkungan dan pengurangan risiko 
bencana, dan (3) keanekaragaman hayati. Penerapan strategi diharapkan mampu untuk memastikan kelestarian lingkungan di 
tengah upaya pembangunan ekonomi sebagaimana target yang tercantum dalam Visi Indonesia 2045.

Sumber: LAB 45 (2022)
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Skenario Ekonomi Hijau Indonesia

I

! Ekologi hijau terjaga
! Ekonomi hijau

tumbuh
! Relasi pemerintah

dan pelaku usaha
yang kuat diimbangi
dengan kuatnya
organisasi
masyarakat sipil

III

! Ekologi hijau
terancam

! Ekonomi Hijau
Tumbuh

! Relasi pemerintah
dan pelaku usaha
yang kuat namun
organisasi masyarakat
sipil lemah

II
! Ekologi hijau terjaga
! Ekonomi hijau 

stagnan
! Relasi yang lemah

antara pemerintah 
dan pelaku usaha 
tetapi memiliki 
organisasi 
masyarakat sipil 
yang kuat

IV
! Ekologi hijau

terancam
! Ekonomi hijau

stagnan
! Relasi yang lemah

antara pemerintah
dan pelaku usaha
yang diikuti oleh
lemahnya organisasi
masyarakat sipil

Pendanaan
Optimal

Regulasi dan
Kelembagaan
Tidak Efektif

Regulasi dan
Kelembagaan 

Efektif

Pendanaan
Tidak Optimal

Pendanaan
Optimal

Regulasi dan
Kelembagaan
Tidak Efektif

Regulasi dan
Kelembagaan 

Efektif

Pendanaan
Tidak Optimal

2022

2024

2030

2045

Skenario Ekonomi Hijau disusun dengan melakukan asesmen terhadap tiga faktor pengungkit (regulasi, kelembagaan, dan 
pendanaan). Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan Ekonomi Hijau tahun 2022 masih belum optimal. Selain memerlukan 
perluasan ruang pembahasan, keberadaan regulasi Ekonomi Hijau saat ini juga masih memerlukan sokongan berupa 
kelembagaan dan pendanaan yang efektif. Meskipun demikian, regulasi yang telah berhasil dibentuk hingga saat ini merupakan 
modal untuk menyusun strategi pada fase selanjutnya, yakni 2024, 2030, dan 2045.

Tahun 2024 dapat menjadi momentum untuk melancarkan strategi quick win berupa penerbitan payung hukum pengelolaan 
Ekonomi Hijau dari hulu ke hilir, pembentukan Satgas Ekonomi Hijau untuk mengoordinasikan peran lintas Kementerian dan 
Lembaga, serta target peningkatan pendanaan hijau melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan  dan Belanja Negara 
(APBN) yang tepat sasaran. Pada tahun 2045, Ekonomi Hijau diharapkan telah mencapai titik optimal yang ditandai dengan 
keberadaan regulasi yang komprehensif, keberadaan kelembagaan, dan pendanaan yang mapan.

Sumber: LAB 45 (2022)
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Ocean Health Index

0

100

Skor

Posisi Indonesia dalam
Indeks Ekonomi Biru

0
20
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Stok Pangan

Peluang Penangkapan
Ikan Skala Kecil

Komoditas Alam

Penyimpanan Karbon

Perlindungan
Laut-Pesisir

Pariwisata

Ekonomi dan
Kesejahteraan

Konservasi Alam
dan Hayati

Air Bersih

Keanekaragaman
Hayati

Indonesia Rerata Global Threshold

Ocean Health Index (OHI) adalah 
sebuah indeks yang disusun untuk 
mengukur tingkat kesehatan laut 
sebuah negara. Pada 2021, OHI memiliki 
unit analisis sebanyak 220 negara. 
Hasil penghitungan OHI memosisikan 

Indonesia di urutan 175 dari 222 negara pada tahun 2021. Skor total Indonesia (64,93) lebih rendah dari skor rerata global (70,19). 
Penilaian terhadap stok pangan menjadi skor terendah bagi Indonesia (28,31). Variabel ini juga memiliki simpangan terhadap 
skor rerata global yang terbesar dari variabel lainnya (-21,38). Di sisi lain, skor Indonesia sudah baik dalam variabel Peluang 
Penangkapan Ikan Skala Kecil dan Keanekaragaman Hayati.

Di tingkat global, penilaian skor secara keseluruhan menunjukkan bahwa terdapat empat variabel yang berada di bawah skor 
threshold, antara lain (1) Stok Pangan, (2) Pariwisata, (3) Konservasi Alam dan Hayati, serta (4) Air Bersih.

Sumber: Ocean Health Index (2022)
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Blue Economy Development Index

0,00

9,00

Skor

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
Skala Ekosistem

Kualitas Sumber
Daya

Indeks
Pemerintahan

Indeks Teknologi

Indeks Inklusivitas

Ketimpangan
Pendapatan

Kontribusi Ekonomi

Tingkat
Ketenagakerjaan

Indonesia Rerata Global Threshold
Blue Economy Development Index (BEDI) bertujuan untuk mengukur tingkat 
pembangunan sektor kelautan berkelanjutan di negara-negara maritim. 

Berdasarkan hasil penilaian BEDI, Indonesia memiliki skor total sebesar 4,3 atau masuk 
ke dalam kategori menengah dengan posisi 36 dari 47 negara yang diamati. Indonesia 
memiliki skor terendah atas penilaian terhadap variabel Indeks Inklusivitas. Selain itu, 
skor dari variabel Tingkat Ketenagakerjaan, Indeks Teknologi, dan Kualitas Sumber 
Daya juga berada di bawah rerata global. Di sisi lain, hasil penilaian Indonesia cukup 
baik pada variabel Kontribusi Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan dengan skor di 
atas rerata global.

Sumber: Blue Economy Development Index (2021)



84

L
e
m

h
a
n
n

a
s
 R

I

Capaian Indonesia
Indeks Variabel

Skor Indonesia terhadap
Rerata Global

Posisi
Indonesia

Indikator

Ocean Health Index 93,27 (IDN); 74,2 (GLB) Sangat Baik Perizinan dan dukungan untuk penangkapan ikan oleh nelayan kecil

Blue Economy
Development Index

0,75 (IDN); 0,71 (GLB) Sangat Baik Persentase sektor Ekonomi Biru terhadap PDB, pengaruh kebijakan Ekonomi Biru terhadap PDB

0,45 (IDN); 0,45 (GLB) Sangat Baik Tingkat ketimpangan yang diukur menggunakan Koefisien Gini

Ocean Health Index 83,14 (IDN); 80,44 (GLB) Baik Kondisi habitat dibandingkan masa lalu dan status konservasi spesies

Blue Econom
Development Index

0,5 (IDN); 0,46 (GLB) Baik Persentase luas Zona Ekonomi Eksklusif terhadap luas laut

0,3 (IDN); 0,29 (GLB) Baik Efektivitas kebijakan Ekonomi Biru dan pengaturan pemakaian sumber daya laut

0,7 (IDN); 0,71 (GLB) Baik Jumlah habitat terumbu karang, stok ikan, dan cangkang secara spasial dan temporal

Ocean Health Index
81,17 (IDN); 81,84 (GLB) Baik Persentase area habitat laut-pesisir sekarang dibandingkan masa lalu

73,71 (IDN); 75,21 (GLB) Baik Produksi komoditas rumput laut, ikan hias, minyak ikan, dan ikan tangkap

Blue Economy
Development Index

0,5 (IDN); 0,59 (GLB) Buruk Kapabilitas teknologi terkini dan kemampuan inovasi masa depan dalam bidang Ekonomi Biru

0,7 (IDN); 0,81 (GLB) Buruk Persentase penduduk usia produktif yang bekerja pada sektor Ekonomi Biru

0,25 (IDN); 0,51 (GLB) Buruk Tingkat perlakuan dan inklusi terhadap berbagai komunitas dalam pembuatan kebijakan Ekonomi Biru

Ocean Health Index

58,26 (IDN); 60,96 (GLB) Buruk Tingkat konservasi legal-kultural spesies langka dan cagar budaya laut

68,93 (IDN); 77,80 (GLB) Buruk Luas hutan bakau, ladang rumput laut, dan rawa garam

70,42 (IDN); 80,79 (GLB) Buruk Jumlah pekerjaan, kualitas pekerjaan, dan pendapatan dari sektor Ekonomi Biru

57,31 (IDN); 70,19 (GLB) Buruk Tingkat kontaminasi air laut (kandungan nitrogen, fosfor, dll.)

34,8 (IDN); 50,82 (GLB) Buruk Tingkat keberlanjutan destinasi wisata laut dan pesisir

28,31 (IDN); 49,69 (GLB) Sangat Buruk Stok biomassa di laut; Persentase produksi budidaya terhadap potensinya

Ketimpangan Pendapatan

Indeks Pemerintahan

Kualitas Sumber Daya

Perlindungan laut-pesisir

Indeks Teknologi

Indeks Inklusivitas

Konservasi Alam dan Hayati

Ekonomi dan Kesejahteraan
laut dan pesisir 

Air Bersih

Pariwisata

Stok Pangan

Managed factor Endowed factor

Peluang Penangkapan
Ikan Skala Kecil

Kontribusi Ekonomi

Keanekaragaman Hayati

Skala Ekosistem

Komoditas Alam

Tingkat Ketenagakerjaan

Penyimpanan Karbon

Berdasarkan penilaian ekonomi biru dari Ocean Health Index dan Blue Economy Development Index, diketahui bahwa Indonesia 
sudah cukup baik pada aspek pemanfaatan ekonomi. Namun, Indonesia masih perlu memperhatikan pengaturan, baik kebijakan 
maupun implementasi, terkait lingkungan. Hal ini untuk menghindari ancaman akibat kegiatan eksploitasi yang berlebihan. Skor 
Indonesia dalam kedua indeks tersebut masih berada di bawah rata-rata global. Indonesia cenderung unggul dalam bidang 
endowed factors seperti peluang penangkapan ikan skala kecil, keanekaragaman hayati, dan kontribusi ekonomi. Sementara 
itu, Indonesia cenderung lemah dalam bidang managed factors seperti stok pangan, pariwisata, air bersih, konservasi alam 
dan hayati, indeks pemerintahan, dan indeks inklusivitas.
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Port Calls Kapal Peti Kemas dan Waktu di Pelabuhan

Median waktu di pelabuhan

BRA

CHN

DEU

IND

ITA

JPN
KOR

MYS

BEL

HKG

NLD

PHL

SGP

ESP
THA

TUR

GBR

USA

VNM

IDN

ARE

1 hari

2 hari

3+ hari

Konektivitas Maritim

Konektivitas maritim menjadi salah satu kunci dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Peradaban Maritim Dunia. 
Indonesia telah memiliki jalur pelayaran tetap “Tol Laut” yang ditujukan untuk mengangkut barang dari Barat-Timur Indonesia. 
Peningkatan kapasitas pelabuhan pun senantiasa dilakukan guna mendukung konektivitas nasional dan internasional. 

Meskipun demikian, di antara 25 negara teratas dengan kedatangan kapal peti kemas terbanyak, Indonesia menjadi negara 
keempat dengan rata-rata waktu terlama di pelabuhan setelah Rusia, Belgia, dan AS.

Sumber: UNCTAD (2021)
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Pelabuhan di Indonesia

Jambi

Jawa Barat

Jawa Tengah
Jawa
Timur

Papua

Lampung

Sumatera
Selatan

Riau

Sumatera
Utara 

Kalimantan
Barat

Kalimantan
Timur

Acah

Papua
Barat

Kalimantan
Tengah

Kalimantan
Utara

Sumatera
Barat 

Bengkulu

Bangka
Belitung

Kepulauan
Riau 

Banten

Jakarta 

DI
Yogyakarta

Bali

NTB
NTT

Sulawesi
Utara

Sulawesi
Tengah

Gorontalo

Sulawesi
Selatan

Sulawesi
Tenggara

Sulawesi
Barat

Maluku

Maluku
Utara

Malahayati

Lhokseumawe

Belawan

Kuala Tanjung

Tanjung Balai
Asahan

Sibolga

Gunung Sitoli

Dumai

Sei Pakning 

Pekanbaru

Tanjung Balai
Karimun

Batam

Tanjung Pinang 

Tembilahan

Pontianak

Teluk Bayur

Bengkulu

Jambi

Pangkal
Balam

Palembang

Panjang

Tanjung
Pandan

Banten

Sunda
Kelapa

Tanjung
Priok

Cirebon

Tegal

Tanjung
Intan

Tanjung
Emas

TPKS

Gresik

Tanjung
Perak

Pasuruan

Tanjung
Tembaga

Kalianget

Panarukan

Tanjung
Wangi

Celukan
Bawang

Benoa

Lembar

Badas

Bima

Waingapu

Ende & Ippi

Maumere

Tenau
Kupang

Kalabahi

Sukamara

Pangkalan
Bun

Kumai

Bumiharjo

 Kuala
Pembuang

Sampit

Samuda

Bagendang

Gunung
Batu Besar

Stagen

Kotabaru

Batulicin

Mekar
Putih

Satui

Bahaur

Pulang
Pisau

Kuala
Kapuas

Banjarmasin

Basirih

Pagatan

Pagatan-
Mendawai

Balikpapan

Samarinda

Bontang &
Lhoktuan

UPK
Sengata

Tanjung
Redeb

Tarakan

Nunukan

Makassar

Parepare

Makassar
New Port

Terminal
Petikemas Makassar

Pantoloan

Tolitoli

Gorontalo

Terminal
Petkemas Bitung

Bitung

Manado

Kendari

Ternate

Ambon

Sorong Manokwari

Biak

Fakfak

Jayapura

Merauke

Pelindo 1
Pelindo 2
Pelindo 3
Pelindo 4

Sumber: Pelindo (2022)
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Jambi

Jawa Barat

Jawa Tengah

Jawa Timur

Papua

Lampung

Sumatera
Selatan

Riau

Sumatera
Utara 

Kalimantan
Barat

Kalimantan
Timur

Acah

Papua
Barat

Kalimantan
Tengah

Kalimantan
Utara

Sumatera
Barat 

Bengkulu

Bangka
Belitung

Kepulauan
Riau 

Banten

Jakarta 

DI Yogyakarta Bali

NTB
NTT

Sulawesi
Utara

Sulawesi
Tengah

Gorontalo

Sulawesi
Selatan

Sulawesi
Tenggara

Sulawesi
Barat

Maluku

Maluku
Utara

H-1

H-2

H-3

H-5

T-1

T-2 T-2

T-4

T-5

T-6

T-7

T-8

T-9

T-10

T-11

T-12

T-13

T-14

T-15

T-16

T-17

T-18

T-19

T-20

T-21

T-22

T-23
T-24

T-25
T-26

T-27

T-28

T-29

T-30

Malahayati

Lhokseumawe

Belawan

Meranti

Sinabang

Gunungsitoli

Teluk Bayur

Mentawai

Pulau Baai

Tanjung
Priok

Kijang

Letung
Tarempa

Pulau Laut

Selat Lampa

Subi

Serasan

Midai

Tanjung Perak

Nunukan

Tarakan

Miangas

Marore

Lirung
Tahuna

Tagulandang

Bitung

Tilamuta

Parigi

Mantangisi

Ampana Pagimana
Luwuk

Kolonodele

Bungku

Bobong
(Taliabu)

Malbufa

Wanci

Ereke
RahaSikeli

Selayar

Makassar

Barru

Polewali

Mamuju
Belang Belang

Morotai

Galela

Maba

Weda

Saketa

Tidore

Joilolo

Babang

Obi
Wayaloar

Badas Bima
Labuan Bajo

Wingapu

Larantuka

Sabu
Rote

Kupang

Lewoleba
Kalabahi

Wetar

Kisar

Letti
Moa

Mahaletta

Tepa
Saumlaki

Namlea

Namrole

Piru Bula

Sorong

Fakfak
Kokas

Oransbari

Kaimana

Larat

Dobo

Wasior

Nabire

Korido

Biak
Teba

Bagusa

Kosonaweja
Trimuris

Sarmi

Jayapura

Timika
(Pomako)

Sawaerna Mamugu

Agats
Senggo

Atsy

Eci

Moor
Bade

Gatentiri

Kimaam
Merauke

Patimban

Marampit

Mangaran

Bunta

Serui
Waren

Ewer
Warse

Ayam

Komor

ElatTual

Reo

Atapupu

Tapeleo

Trayek Tol Laut Logistik Tahun 2022

Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022
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Ekonomi Maritim:
Mengelola Sumber Daya Laut

3 17873

3051

2 204276

2 6612

-

-

1034

- 2121

Bali & Nusa Tenggara

Maluku & Papua

Sulawesi

Jawa

Kalimantan

Sumatera

Pelabuhan Perikanan Samudera

Pelabuhan Perikanan Nusantara

Pelabuhan Perikanan Pantai

Pangkalan Pendaratan Ikan

Kementerian Kelautan 
dan Perikanan (KKP) telah 
menerapkan penangkapan 
ikan terukur guna menjaga 
kelestarian sumber daya ikan 
dan lingkungan. Di saat yang 
bersamaan, upaya tersebut 
juga meningkatkan kesempatan 
kesejahteraan bagi nelayan.

Infrastruktur yang memiliki peran 
penting dalam mendukung 
kesuksesan penyelenggaraan 
program tersebut adalah 
pelabuhan ikan dan Tempat 
Pelelangan Ikan (TPI). Pasalnya, 
kedua infrastruktur tersebut 
menjadi titik awal tempat 

pendaratan dan distribusi ikan hasil tangkapan. Selain itu, merujuk pada KKP, kedua infrastruktur turut berperan dalam hal 
penerapan harga acuan ikan, nilai produksi ikan yang didaratkan, serta penerbitan surat tagihan penerimaan negara bukan 
pajak (PNBP) pungutan hasil perikanan (PHP) pascaproduksi. Namun, sebagai catatan, pelabuhan perikanan yang dilengkapi 
fasilitas TPI cenderung masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. 

Pelabuhan Ikan

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)
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Sistem Telusur dan Logistik Ikan Nasional (STELINA)

Penangkapan Ikan Pendaratan/
Pemanenan

Pemasok dan
Distribusi

DSS (Data Sharing System)
STELINA Server

Budidaya
Ikan

Unit
Pengolahan

Ikan (UPI)

Ekspor Importir

Barang & Dokumen
Data Ketelusuran

Selain infrastruktur fisik seperti pelabuhan ikan dan TPI, keberadaan sistem informasi yang mampu mengintegrasi dan 
mengotomasi proses bisnis perikanan dari hulu hingga hilir turut menjadi penting. Saat ini, Indonesia telah memiliki Sistem Telusur 
dan Logistik Ikan Nasional (STELINA) yang diproyeksikan terutama untuk mendukung tercapainya target keamanan pangan 
(food safety).

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (2022)
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Proyeksi Kontribusi Sektor Maritim terhadap PDB

Variabel Utama Pengembangan Ekonomi Biru Indonesia

7,36 7,74 7,95
7,14 6,8 6,4 6,04

8,4

10,5

12,5

0

2

4

6

8

10

12

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2025 2035 2045

Tren Ekonomi Biru Indonesia
Dengan mengadopsi proyeksi kontribusi 
sektor maritim terhadap Produk 
Domestik Bruto (PDB) dari Kementerian 
Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), 
prospek ekonomi biru menjadi relevan 
untuk ditelaah lebih lanjut.

No. Variabel  Indikator Posisi 2022 Proyeksi 2024

1 Regulasi  

Pertumbuhan Investasi Ekonomi Biru Stagnan Moderat Tinggi

Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Rendah Moderat Ideal

Insentif dan Stimulus Fiskal serta Keuangan Rendah Lepas Landas Self-
sustaining economy

2  Kelembagaan  
Struktur Kelembagaan Tersebar Terpusat Mapan  

Fungsi Kelembagaan  Rendah Moderat Efektif 

3  Sektor Prioritas
Potensi dan Kontribusi Ekonomi Business as Usual Optimalisasi Diversifikasi 

Realisasi dan Kebutuhan Investasi Business as Usual Optimalisasi
 Diversifikasi 

Efek Berganda
 Rendah Moderat 

Tinggi
 

4  Teknologi dan Inovasi
Anggaran Riset Maritim Rendah Rendah Tinggi 

Sarana dan Prasarana Riset  Sedikit Terbatas Masif 
 

Proyeksi 2024

Terdapat empat variabel yang dapat menentukan perkembangan ekonomi biru ke depan. Regulasi dan kelembagaan menjadi 
variabel penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjamin keberlangsungan ekologi. Sementara itu, 
pemilihan sektor prioritas serta teknologi dan inovasi merupakan kunci untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi biru yang 
ideal.

Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (2017)

Sumber: LAB 45 (2022)
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Skenario Ekonomi Biru Indonesia

Ekonomi Biru
Terjaga

Ekonomi Biru
Terancam

Ekonomi Biru
Tumbuh

Ekonomi Biru
Stagnan

2022

2024

2045

Keberlanjutan ekologi dan keberlangsungan ekonomi menjadi 
variabel utama untuk mengembangkan potensi Ekonomi Biru 
di Indonesia. Dalam skenario ideal, Ekonomi Biru tumbuh seiring 
dengan optimalisasi dan diversifikasi pada sektor yang ada, 
adopsi teknologi dan inovasi yang mutakhir, serta regulasi dan 
kelembagaan yang memastikan aspek ekologi tetap terjaga.

Ekologi Biru
Terjaga

Ekologi Biru
Terancam

Ekonomi Biru
Tumbuh

Ekonomi Biru
Stagnan

Eksploitasi Sektor 
Ekonomi Biru
Adopsi Teknologi
dan Inovasi dalam 
aktivitas ekonomi
Kerangka Regulasi-
Kelembagaan tidak 
kongruen dengan
perkembangan sektor
Ekonomi Biru

III
Optimalisasi dan 
Diversifikasi Sektor 
Ekonomi Biru 
Adopsi Teknologi
dan Inovasi dalam 
aktivitas ekonomi
Kerangka Regulasi-
Kelembagaan yang jelas

I

Sektor Ekonomi Biru
tidak berkembang
Teknologi dan Inovasi 
tidak relevan
Kerangka Regulasi-
Kelembagaan
tidak relevan

IV
Sektor Ekonomi Biru 
tidak prioritas
Adopsi Teknologi dan 
Inovasi terbatas
KerangkaRegulasi-
Kelembagaan yang jelas

II

Posisi Ekonomi Biru Indonesia saat ini masih jauh dari ideal, 
terlihat melalui kontribusi ekonomi yang stagnan dan 
ekologi yang terancam. Terdapat beberapa upaya untuk 
menggerakkan posisi tersebut menjadi ideal dalam jangka 
pendek dan jangka panjang. Guna memaksimalkan periode 
pemerintahan yang tersisa saat ini, pemerintah dapat fokus 
pada pengalokasian sumber daya yang tersisa dalam dua 
sektor utama, yaitu perikanan tangkap dan wisata bahari.

Sumber: LAB 45 (2022)
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Pengembangan
sektor Marine
Non-Living
Resources,
Sustainable
Marine Trade, Marine
Conservations,
dan Emerging Sectors

Pengelolaan
Kawasan
Konservasi
luasan tercapaiOptimalisasi

sektor Perikanan
dan Pariwisata

Memulai
penyusunan UU
Kelembagaan
Ekonomi Biru
yang terpusat

2022 2024 2029 2034 2039 2045

Teknologi
dan inovasiRegulasi Kelembagaan

Sektor
Prioritas

Konsolidasi 
Kelembagaan
Ekonomi Biru

2025

Pengesahan UU
Kelembagaan
Ekonomi Biru
yang terpusat

2023
Penambahan
porsi insentif
dan stimulus
fiskal serta 
keuangan

Peningkatan porsi
kredit untuk sektor
Ekonomi Biru

Pengurangan
dukungan fiskal
untuk Ekonomi Biru

Kelembagaan
Ekonomi Biru
sudah mapan

2030

Pengembangan sektor
Marine Biotechnology

dan Research, Education,
and Innovations

Self-sustaining economy

Peningkatan anggaran,
jumlah sarana dan

prasarana riset maritim

Saran Kebijakan
Ekonomi Biru Indonesia

Sementara itu, pemerintah juga dapat menyiapkan fondasi bagi pengembangan Ekonomi Biru ke depan dengan membuat 
regulasi yang memusatkan pada aspek kelembagaan. Warisan ini dapat menjadi modal untuk meningkatkan kontribusi 
Ekonomi Biru pada jangka panjang hingga tahun 2045. Ekonomi Biru Indonesia dapat dikategorikan ideal ketika mencapai 
empat target dari hasil pemetaan, yakni (1) sektor prioritas sudah terdiversifikasi dan memiliki efek berganda yang tinggi, (2) 
regulasi yang komprehensif untuk menjaga keseimbangan antara tingginya investasi dan efektivitas pengelolaan kawasan 
konservasi perairan secara ideal, sekaligus memastikan minimnya intervensi pemerintah untuk memberikan baik insentif maupun 
stimulus, (3) kelembagaan yang terpusat dan mapan sehingga implementasi regulasi menjadi efektif, serta (4) pengembangan 
teknologi dan inovasi yang besar dan masif.

Sumber: LAB 45 (2022)



93

L
e
m

h
a
n

n
a
s
 R

I Transformasi Digital



94

L
e
m

h
a
n
n

a
s
 R

I

Pengguna Internet dan Tingkat Penetrasi
terhadap Populasi Negara Asia Tenggara 

 -

 20

 40

 60

 80

 100

 120

0

50

100

150

200

250

Indonesia

Fil
ipina

Vietn
am

Thaila
nd

M
alays

ia

M
ya

nm
ar

Kam
boja

Singapura Laos

Brun
ei D

aru
ss

ala
m

Tim
or-

Le
st

e

Pe
rs

en

Ju
ta

Total Pengguna Internet Tingkat Penetrasi

Peluang Ekonomi Digital
di Indonesia

Populasi Asia Tenggara tengah mengalami proses migrasi ke ruang siber. Jumlah pengguna dan tingkat penetrasi internet terus 
berkembang pesat. Pada tahun 2020, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 137 juta orang yang mengambil porsi 
39% dari seluruh populasi Asia Tenggara. Angka tersebut dua kali lebih tinggi dibandingkan Filipina dan bahkan lebih tinggi 
dibandingkan total seluruh pengguna internet di Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura apabila dijumlahkan.

Populasi Konsumen Digital (Juta)

57
39

137 49 21 4

Indonesia Filipina Vietnam Thailand Malaysia Singapura

Sumber: Startup Indonesia (2021) Sumber: Startup Indonesia (2021)
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Nilai Ekonomi Internet GMV Asia Tenggara

Media online
Wisata online
Transportasi dan Makanan
E-commerce

2015 2019 2020 2025 F
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Besarnya jumlah pengguna internet serta tren pertumbuhan tingkat penetrasi ruang siber, di Asia Tenggara dan khususnya 
Indonesia, menjadikan potensi ekonomi internet di Indonesia sangat besar. Pada tahun 2025, nilai ekonomi internet berbasis 
gross merchandise value (GMV) di Asia diproyeksikan akan meningkat lebih dari dua kali lipat, melebihi 300 milyar Dolar Amerika 
Serikat.

Nilai Ekonomi Internet
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Indonesia Malaysia Filipina Singapura Thailand Vietnam

2020 2025

Sumber: Startup Indonesia (2021) Sumber: Startup Indonesia (2021)
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Lanskap Ancaman Siber

PENYERANG METODE SASARAN

Negara Asing

Kelompok Kriminal

Teroris Siber

Internal

Hacktivism

Peretas Pemula

Virus

Serangan Situs Web

Worms

Portal Rahasia
(backdoors)

Phishing

Serangan Pangkalan Data

Misinformasi/Disinformasi/
Malinformasi

Infrastruktur Kritis

Infrastruktur TIK

Perusahaan

Individu

Keamanan Siber
Dalam kerangka Geo V, digital atau 
siber menjadi instrumen kritis dalam 
menunjang kapasitas geopolitik. 
Instrumen digital atau siber menawarkan 
berbagai kesempatan meskipun di saat 
yang sama membawa risiko tersendiri. 

Dimensi siber juga mendisrupsi 
dinamika geopolitik dan konflik global. 
Berbeda dengan instrumen terdahulu 
yang mengedepankan serangan 
fisik, instrumen siber cenderung  
bersifat nonfisik. Selain itu, instrumen 
siber meningkatkan relevansi aktor 
nonnegara karena serangan dapat 
menyasar dan diinisiasi olehnya. 
Motivasi serangan siber juga beragam, 
misalnya memperjuangkan nilai tertentu 
(terorisme siber dan hacktivism) atau 
keuntungan material (ransomware dan 
phising). Instrumen siber memfasilitasi 
serangan tanpa terhambat batas 
geografi konvensional. Mitigasi serangan 
terhadap siber perlu dirancang guna 
menjaga ketahanan nasional.

Sumber: LAB 45 (2022)
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Ilustrasi Serangan Siber

#
405

36
19
8
7
6
6
6
5
5

Tiongkok
Amerika Serikat
Rusia
Hongkong
Kanada
Prancis
Singapura
Lithuania
Islandia
Turki

Negara

ASAL SERANGAN
#

468
9
8
6
6
5
5
5
4
3

Amerika Serikat
Hongkong
Spanyol
Kanada
Prancis
Thailand
Belanda
Singapura
Britania Raya
Portugal

Negara

SASARAN SERANGAN

#
387

15
15
10
8
7
6
5

ssh
sip
microsoft-ds
netbios-dgm
telnet
ftp
http-alt
mysql

Negara
22
5060
445
138
23
21
8080
3306

Pelabuhan

JENIS SERANGAN

2014-06-26   17:03:04.79
2014-06-26   17:03:06.57
2014-06-26   17:03:06.84
2014-06-26   17:03:09.25
2014-06-26   17:03:09.49
2014-06-26   17:03:09.92
2014-06-26   17:03:10.13
2014-06-26   17:03:11.16

Waktu

sip
microsoft-ds
unknown
http-alt
ftp
netbios-ns
CrazzyNet
unknown

San Francisco, United States
unknown, France
Seattle, United States
Saint Louis, United States
Seattle, United States
Beltsville, United States
Saint-lambert, Canada
Kirksville, United States

212.83.179.65
109.110.173.6
78.138.164.167
78.60.1.101
218.77.79.43
205.134.170.44
174.142.126.48
36.231.183.71

unknown, France
Karaj, Iran
Kazan, Russia
Vilnius, Lithuania
Changsha, China
Beltsville, United States
Saint-lambert, Canada
unknown, Taiwan

Tiscall France
Shabdiz Telecom Network
Kazan Broad-band access
TEO LT, AB
CHINANET-HN Hengyang
AINET Hosting Operations
Nu Networx
CHTD, Chunghwa Telecom

5060
445
38264
8080
21
137
17500
37699

JenisTargetPenyerang
JasaLokasiIPLokasiOrganisasi Pelabuhan

PENYERANG

Sumber: Norsenet (2022)
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Tren Serangan Siber Nasional
Top 10 Aktivitas APT Nasional (2021)

OceanLotus

Winnti

Kimusky

UNC2452

MageCart

LPR

FIN7

Lazarus

APT40

APT41

0 100000 200000 300000 400000

Jumlah Aktivitas APT Nasional:
1.676.286

500000 600000

Anomali Trafik Internet Nasional (2021)

59.316.206

44.901.308
50.402.748

120.593.162

186.202.637

Jumlah Anomali Nasional:
1.637.973.022

164.446.175
146.950.765

186.985.509

123.645.909

196.563.700

242.066.168

115.898.735

Jan

300.000.000

250.000.000

200.000.000

150.000.000

100.000.000

50.000.000

0
Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des

Anomali Trafik merupakan usaha mencurigakan yang menginfeksi jejaring. Statistik 
anomali trafik nasional di samping mencakup seluruh jenis serangan siber yang 
terdeteksi oleh sistem pemantauan. Selama 2021, terpantau kecenderungan 
peningkatan infeksi di tingkat nasional.

Advance Persistence Threat (APT) 
merupakan pelaku ancaman siber yang 
biasanya disponsori oleh negara atau 
organisasi besar. Kelompok pelaku 
ancaman siber tersebut bbertujuan 
memperoleh akses tidak sah ke jaringan 
komputer target dengan tidak terdeteksi 
dalam waktu lama.

Sasaran Ransomware Berdasarkan Sektor (2020-2021)

5% Media dan Hiburan

9% Lainnya

5% Perumahan
5% Energi

13% Ritel

12% Asuransi/Keuangan

12% Manufaktur/Pertanian

11% Pemerintah dan Organisasi Internasional
Antarpemerintah9% Kesehatan

7% Pendidikan

7% Jasa Profesional

6% Infrastruktur vital dan Telekomunikasi

Sumber: Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (2022)

Sumber: Microsoft (2022)

Sumber: Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (2022)
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Serangan Ransomware
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Grafik di atas menunjukkan 
bahwa Indonesia sangat 
rentan terhadap serangan 
siber. Sepanjang 2021, 
terekam lebih dari 1,6 miliar 
anomali trafik sebagai 
indikasi aktivitas di ruang 

siber yang rentan terhadap infeksi. Lebih lanjut, terekam juga lebih dari 1,6 juta aktivitas APT yang menandakan adanya serangan 
dari negara atau organisasi eksternal terhadap Indonesia.

Ransomware merupakan salah satu serangan siber yang marak terjadi di beberapa tahun terakhir. Terjadi proliferasi serangan 
ransomware hingga menyasar negara-negara berkembang. Sektor ritel, keuangan, manufaktur, dan pemerintahan menjadi 
sasaran utama dari serangan ransomware. Rata-rata nilai tebusan pun memiliki kecenderungan meningkat selama tiga tahun 
terakhir hingga melebihi 300.000 dolar Amerika Serikat pada kuartal empat tahun 2021.

Sumber: Jarnecki dan MacColl (2022)

Sumber: Coveware (2018-2021)
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National Cyber Security Index
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Indonesia Rerata Global Ambang Batas

Menurut penilaian National 
Cyber Security Index (NCSI), 
kapasitas keamanan siber 
Indonesia berada di kategori 
kurang baik.

Indonesia memiliki skor NCSI 
38,96 yang berada di bawah 
rerata global.

Indonesia memiliki skor di 
bawah rerata global pada 

delapan kapasitas keamanan siber, yakni Kebijakan, Ancaman, Pendidikan, 
Kontribusi Global, Layanan Digital, Layanan Esensial, Data Pribadi, dan 
Manajemen Krisis. Di sisi lain, Indonesia memiliki skor di atas rerata global 
untuk empat kapasitas, yakni Identitas Digital dan Layanan Kepercayaan 
(E-ID & TS), Respons Insiden, Penindakan Kejahatan, dan Operasi Militer. 

Sumber: National Cyber Security Index (2022)
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Global Innovation Index

ERITREA

INDONESIA

AUSTRALIA

SELANDIA BARU

PAPUA
NUGINI

KEPULAUAN
SALOMON

FILIPINA

MALAYSIA

VIETNAM

THAILAND

MYANMAR
LAOS

TIONGKOK

TAIWAN
HONGKONG

JEPANG
KOREA

SELATAN

KOREA
UTARA

MONGOLIA

RUSIA

NEPAL

INDIA

PAKISTAN

IRAN

TURKI

AFGANISTAN

KAZAKHSTAN

IRAK
SURIAH

ARAB
SAUDI

OMAN

YAMAN

YORDANIA

MESIR

SOMALIA

SUDAN

ETIOPIA

KENYA

TANZANIA

MADAGASKAR

MOZAMBIK

AFRIKA
SELATAN

NAMIBIA
BOTSWANA

ANGOLA

REPUBLIK
DEMOKRASI

KONGO

CHAD

NIGERIA

NIGERMALI

PANTAI
GADING

SENEGAL

ALJAZAIR

MAROKO

LIBYA

TUNISIA

SPANYOL

UKRAINA
JERMAN

PRANCIS

INGGRIS
RAYA

NORWEGIA

MAURITANIA

SUDAN
SELATAN

KAMERUN

GABON

ZAMBIA

REPUBLIK
AFRIKA

TENGAH

UGANDA

SAHARA
BARAT

PORTUGAL

IRLANDIA

ISLANDIA

BELANDA

BELGIA

SWEDIA FINLANDIA

POLANDIA BELARUSIA

ITALIA

CEKO

AUSTRIA
SWIS

SLOVAKIA

HUNGARIA

ROMANIAKROASIA

SERBIA

BULGARIA

YUNANI

MOLDOVA

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

BOSNIA &
HERZEGOVINA

MONTENEGRO

ALBANIA

MAKEDONIA

DENMARK

TURKMENISTAN

UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN

TAJIKISTAN

BHUTAN

BANGLADESH

KAMBOJA

BRUNEI
DARUSSALAM

SINGAPURA

BRASIL

ARGENTINA

CHILI

URUGUAY

BOLIVIA

PARAGUAY

PERU

EKUADOR

KOLOMBIA

VENEZUELA

MEKSIKO

AMERIKA SERIKAT

KANADA

PANAMA

NIKARAGUA
EL SALVADOR

GUATEMALA

KUBA

KOSTA RIKA GUYANA
SURINAME

CAYENNE

SLOVENIA

TIMOR LESTE

Kurang
Inovatif InovatifTidak ada data

Skor 
Indonesia

Rerata Skor 
Global

55,3 58,2

Indonesia Rerata Global Ambang Batas

100

Institusi

Keluaran Kreatif

Pengetahuan dan
Keluaran Teknologi

Keputusan Bisnis

Penilaian dan SDM

Infrastruktur

Kepuasan Pasar

80

60

40

20

0

Indonesia menempati 
peringkat 87 dari 132 
negara pada Global 
Innovation Index (GII) 
dengan perolehan nilai 
58,2. Indonesia dinilai 
belum mampu menunjang 
dan memproduksi inovasi.

Terdapat enam variabel 
yang menjadi kelemahan 
Indonesia, yakni Kepuasan 
Bisnis, Pengetahuan dan 

Keluaran Teknologi, Keluaran Kreativitas, Institusi,  Penelitian dan Sumber 
Daya Manusia (SDM), serta Infrastruktur. Variabel Pengetahuan dan Keluaran 
Teknologi memperoleh skor terendah, yakni 16,3.

Terpantau hanya satu variabel yang berada di atas rerata global, yakni 
Kepuasan Pasar. Variabel Institusi menempati skor tertinggi, namun memiliki 
perbedaan yang paling signifikan dengan rerata dunia.

Sumber: Global Innovation Index (2022)
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Indeks Variabel Skor Indonesia terhadap
Rerata Global

Posisi 
Indonesia Indikator

National Cyber
Security Index E-ID & TS 89 (IDN); 52 (GLB) Sangat Baik

Implementasi unique persistent identifier; protokol cryptosystem; e-Identification; tanda 
tangan elektronik; timestamping; sistem logistik teregistrasi elektronik; kompetensi 
otoritas terkait

National Cyber
Security Index

Penindakan Kejahatan 78 (IDN); 59 (GLB) Baik
Kriminalisasi kejahatan siber; Operasional unit penindakan kejahatan siber; unit forensik digital; 
24/7 hotline kejahatan siber

Respons Insiden 67 (IDN); 51 (GLB) Baik
Operasional unit pengelolaan insiden siber; pelaporan penanggulangan siber rutin; unit tunggal 
untuk koordinasi insiden siber global

Operasi Militer 33 (IDN); 27 (GLB) Baik
Operasional unit militer siber;  Pelaksanaan latihan militer siber; partisipasi dalam latihan siber 
pertahanan siber internasional

Global Innovation
Index Kepuasan Pasar 48,5 (IDN); 47,6 (GLB) Baik Kredit; Investasi; Perdagangan, Diversifikasi, dan Skala Pasar

National Cyber
Security Index

Pendidikan 44 (IDN); 50 (GLB) Buruk
Pendidikan kompetensi siber di sekolah; Ketersediaan program sarjana-master-doktoral 
siber; Asosiasi keamanan siber

Data Pribadi 25 (IDN); 64 (GLB) Buruk Regulasi perlindungan data pribadi; Kompetensi otoritas terkait

Manajemen Krisis 20 (IDN); 25 (GLB) Buruk
Penetapan Rencana mitigasi krisis siber; Latihan krisis siber nasional; Partisipasi dalam 
latihan krisis siber internasional

Layanan Digital 20 (IDN); 27 (GLB) Buruk Operasional layanan publik keamanan siber; Protokol ; Kompetensi otoritas

Ancaman 20 (IDN); 38 (GLB) Buruk Mekanisme analisis ancaman siber rutin; publikasi laporan ancaman siber berkala; operasional 
kanal informasi ancaman siber

Kontribusi Global 17 (IDN); 30 (GLB) Buruk
Partisipasi dalam perumusan konvensi keamanan siber; Kehadiran di forum internasional; 
Tuan rumah kegiatan internasional; Melaksanakan kegiatan capacity building keamanan 
siber untuk negara lain

Global Innovation
Index

Infrastruktur 41,4 (INA); 41,48 (GLB) Buruk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); Infrastruktur umum; Keberlanjutan ekologi

SDM dan Penelitian 22,4 (INA); 32,7 (GLB) Buruk Pendidikan; Pendidikan tersier; pengembangan dan riset
Pengetahuan dan
Keluaran Teknologi 16,3 (INA); 24,06 (GLB) Buruk Penciptaan pengetahuan; Dampak pengetahuan; Difusi pengetahuan

Keluaran Kreatif 18,3 (INA); 26,51 (GLB) Buruk Aset tak berwujud; Jada dan produk kreatif; Kreativitas online

National Cyber
Security Index

Layanan Esensial 0 (IDN); 29 (GLB)
Sangat
Buruk 

Identifikasi operator; Protokol operator; Kompetensi otoritas pengawas;
Pemantauan reguler

Kebijakan 0 (IDN); 40 (GLB)
Sangat
Buruk 

Operasional unit kerja; forum koordinasi; strategi nasional; rencana aksi keamanan 
siber

Global Innovation
Index

Institusi 51,2 (INA); 64,94 (GLB) Sangat
Buruk Lingkungan politik; Lingkungan regulasi; Lingkungan Bisnis

Kepuasan Bisnis 17,5 (INA); 29,76 (GLB)
Sangat
Buruk Pengetahuan pekerja; Keterkaitan inovasi; Penyerapan pengetahuan

Capaian Indonesia



103

L
e
m

h
a
n

n
a
s
 R

I

Arah Pembangunan Digital

Sistem Keamanan Siber 2024

2014

REGULASI KEBIJAKAN INSTITUSI INFRASTRUKTUR

REGULASI KEBIJAKAN INSTITUSI INFRASTRUKTUR

Kebijakan dan 
Strategi 
Nasional 

Keamanan 
Siber

BSSN
Integrasi 
Seluruh 

Kementerian/
Lembaga

Infrastruktur 
Siber Nasional

Kanal 
Terintegrasi

UU Ketahanan 
dan

Keamanan 
Siber

UU Informasi dan 
Transaksi Elektronik 
(ITE)

Tidak ada kebijakan 
nasional terkait 
keamanan siber
Strategi Keamanan 
Internet 
terfragmentasi

Tidak ada Lembaga 
siber di tingkat nasional
Unit Khusus Siber
ID SIRTII
Lembaga Kripto 
Nasional
Pusat Data dan 
Informasi Kementerian 
Pertahanan

Infrastruktur Siber 
terfragmentasi
Tidak ada kanal 
tunggal
Keterbatasan 
kapasitas SDM 
bidang keamanan 
siber

Sumber: LAB 45 (2022)
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Skenario Pembangunan Kapasitas Siber

Risiko Rendah

TransformasiStagnasi

Aman dari
ancaman siber

Rawan dari
ancaman siber

Risiko Signifikan

Melindungi Infrastruktur

Status Quo

Minimal
Membangun Norma

Transformasi Digital

Pemimpin

Risiko Tinggi

Meningkatkan
Kapasitas

Manajemen Risiko

Inovatif
Tergantung pada Mitra

Risiko Kritikal

Keberlangsungan
Negara

Prosedural

Skenario Pembangunan Digital
Pilar Pembangunan Kapasitas Siber

Teknologi

Akses

Konten

Teknologi 
Masa Depan

Penetrasi Internet;
Cakupan Jaringan 4G

Registrasi Domain;
Pengembangan Aplikasi

Adopsi Teknologi
Baru; Investasi

Infrastruktur Digital
 Riset dan Inovasi

Manusia

Individu

Bisnis

Pemerintahan

Kemampuan Digital;
Literasi Internet

Pemanfaatan Internet
oleh Badan Usaha;

Investasi Bisnis Digital

Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE);

Keterbukaan Informasi

Tata Kelola

Sistem

Regulasi

Inklusi

Kapasitas Keamanan
Siber

Regulasi Keamanan
Siber, E-Commerce,

Adopsi Digital dll.

Kemudahan Partisipasi
Digital

Ek
on

om
i

Politik

Ke
a

m
a

na
n

Guna menurunkan kerawanan, pembangunan siber nasional perlu terus diarahkan untuk mencapai transformasi digital. Inisiasi 
pembangunan siber yang telah digagas harus dikawal untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Secara spesifik, pembangunan 
siber harus dilakukan setidaknya pada tiga pilar, yakni teknologi, manusia, dan tata kelola. Apabila seluruh pilar telah terpenuhi 
maka ketahanan di seluruh isu (ekonomi, politik, keamanan) akan terpelihara.

Sumber: LAB 45 (2022) Sumber: LAB 45 (2022)
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Joko Widodo (2014-2020)
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Demokrasi liberal

Masa transisi dan
SBY (2004-2014)

1972 1982

Demokrasi terpimpin
dan pancasila

1992

2004 2009

*Sumbu Y menggambarkan tingkat pemenuhan hak sipil 
dan politik dengan menggunakan skor liberal democracy 
index (v-dem) dengan range skor 0-1, sementara sumbu X 
tingkat pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya 
menggunakan angka pendapatan per kapita menggun-
menggambarkan akan satuan US$ (harga konstan 2015). 

Tren Demokrasi Indonesia

Bagan di atas menunjukkan bahwa Indonesia mengalami tren pasang surut demokrasi sejak kemerdekaan. Kondisi ini dinilai 
dari pemenuhan hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya pada periode transisi politik.

Secara historis, Indonesia mengalami perkembangan demokrasi yang intens selama periode 1945-1955. Fase kemunduran 
demokrasi terjadi di penghujung kekuasaan Presiden Sukarno yang menemukan kembali revolusi (1959-1965) hingga dilanjutkan 
dengan periode otokrasi di bawah Presiden Suharto (1965-1998). Setelah berakhirnya rezim otoriter Orde Baru di bawah Presiden 
Suharto, tonggak-tonggak demokrasi mulai ditancapkan.

Sumber: LAB 45 (2022)
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Democracy Index
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Kebebasan Sipil

Budaya Politik

Fungsi Pemerintah

Dalam pengukuran Democracy Index 
oleh Economist Intelligence Unit (EIU), 
Indonesia masuk dalam kategori 

“Flawed Democracy” atau “Demokrasi 
Terbatas”, dengan skor 6,71/10.

Posisi Indonesia relatif baik dengan skor 
di atas rerata global pada variabel: 

Proses Pemilu dan Pluralisme (7,92/5,63); Fungsi Pemerintah (7,86/4,64); Partisipasi Politik (7,22/5,39); serta Kebebasan Sipil 
(6,18/5,37). Indonesia lemah di variabel Budaya Politik (4,38/5,38) yang mencakup konsensus dan kohesi sosial; persepsi publik 
terhadap pemimpin ideal, militer, dan teknokrat; persepsi terhadap demokrasi, stabilitas umum, dan kesejahteraan; dukungan 
publik terhadap demokrasi; serta pemisahan antara negara dan agama.

Sumber: Economist Intelligence Unit (2022)
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Dari pengukuran 
indeks Freedom 
in the World dari 
Freedom House, 
Indonesia berada 
kategori “Partly 
Free” atau “Semi 
Bebas”, dengan 
skor total 59/100. 

Indonesia mendapat skor di atas rerata global dalam empat variabel, yakni (1) proses 
pemilu, (2) pluralisme dan partisipasi politik, (3) fungsi pemerintah, serta (4) otonomi 
personal dan hak individu. Sementara itu, skor Indonesia di bawah rerata global 
dalam variabel (1) kebebasan berekspresi dan berkeyakinan, (2) hak berasosiasi dan 
berorganisasi, serta (3) aturan hukum.

Sumber: Freedom House (2022)
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Indeks Variabel/Sub-
Variabel

Skor Indonesia
terhadap

Rerata Global
Posisi Indonesia Indikator

EIU Democracy
Index

Fungsi Pemerintah 7,86/4,64 Sangat Baik

Partisipasi Politik 7,22/5,39 Sangat Baik Partisipasi pemilu; hak politik kelompok minoritas; perempuan di parlemen; keanggotaan parpol dan LSM; demonstrasi; 
partisipasi warga dewasa dalam politik.

Proses Pemilu dan 
Pluralisme

7,92/5,63 Baik
Pemilu jurdil; kesetaraan hak politik; kesetaraan kesempatan kampanye; transparansi keuangan parpol; mekanisme peralihan 
jabatan; kebebasan membentuk parpol; kesetaraan kesempatan menempati jabatan pemerintahan.

Kebebasan Sipil 6,18/5,37 Baik
Kebebasan media elektronik dan cetak; kebebasan berekspresi; batasan akses internet; kebebasan berorganisasi; 
penggunaan kekerasan oleh pemerintah; peradilan yang independen; kebebasan beragama; toleransi beragama; kesetaraan 
di mata hukum; hak milik pribadi; perlindungan HAM; diskriminasi berdasarkan SARA.

Freedom in
the World

Proses pemilu 11/7 Baik Kejujuran dalam pemilu; kebebasan pemilihan legislatif; penyelenggaraan UU pemilu.

Pluralisme dan 
partisipasi politik 

13/9,29 Baik

Fungsi pemerintah 6/5,79 Baik

Otonomi personal 
dan hak individu

9/9,14 Baik
Kebebasan bergerak; hak kepemilikan; perlindungan dan kebebasan sosial; kesetaraan kesempatan dan kebebasan dari 
eksploitasi ekonomi.

Freedom in
the World

Kebebasan
berekspresi dan
berkeyakinan 

Hak berasosiasi dan
berorganisasi

9/10,1 Buruk

6/7,01 Buruk Kebebasan berkumpul; kebebasan NGO terlibat dalam isu HAM; kebebasan berserikat.

Aturan hukum 5/7,58 Buruk

EIU Democracy
Index Budaya Politik 4,38/5,38 Buruk

Pembagian kekuasaan lembaga pemerintah; sistem ”check and balances”; pemerintah bebas dari pengaruh militer; pengaruh 
asing terhadap kebijakan; akuntabilitas dan transparansi pemerintah; korupsi; kapabilitas dan kinerja PNS; kepercayaan publik 
terhadap pemerintah.

Hak berorganisasi dalam partai politik; peluang oposisi dalam pemilu; kebebasan pilihan politik masyarakat; kebebasan hak 
politik kelompok tertentu (SARA) dalam pemilu.

Kepala pemerintahan dan perwakilan legislatif nasional yang dipilih secara bebas menentukan kebijakan pemerintah; 
perlindungan terhadap korupsi; transparansi pemerintah.

Kebebasan dan independensi pers; ekspresi keyakinan di depan publik; kebebasan akademik; kebebasan berekspresi 
pandangan politik.

Independensi peradilan; proses hukum pidana dan perdata; perlindungan dari perang; kesetaraan hukum.

Konsensus dan kohesi sosial; persepsi publik terhadap pemimpin ideal, militer, dan teknokrat; persepsi terhadap demokrasi, 
stabilitas umum, dan kesejahteraan; dukungan publik terhadap demokrasi; pemisahan antara negara dan agama.

Capaian Indonesia 
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Visi Pembangunan Demokrasi

1

2

3

4
INISIASI DEMOKRASI

1999

I

INSTALASI DEMOKRASI
2004

II-III

KONSOLIDASI DEMOKRASI
2014

IV-V-VI

DEMOKRASI MATANG
2029

VII

Tujuh Pemilihan Umum untuk Kematangan Demokrasi Indonesia
Untuk mewujudkan demokrasi 
yang matang, Indonesia harus 
berhasil melaksanakan empat 
tahapan demokratisasi dalam tujuh 
pemilihan umum demokratis secara 
berurutan tanpa putus.

Indonesia mengawali proses 
demokratisasinya melalui tahapan 
inisiasi demokrasi yang terwujud 
melalui Pemilihan Umum (Pemilu) 
1999. Tahapan demokratisasi kedua 
adalah instalasi demokrasi yang 
menekankan pada prosedural 
demokrasi. Indonesia berhasil 
mencapai tahapan tersebut pada 
Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

Tahapan ketiga adalah konsolidasi demokrasi yang mengutamakan demokrasi substansial yang sudah dilakukan 
di Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Konsolidasi demokrasi ini akan tuntas jika Pemilu 2024 berhasil dilakukan dalam 
kerangka siklus demokratis untuk melakukan pergantian kepemimpinan nasional. Jika Indonesia berhasil 
melaksanakan tahapan konsolidasi demokrasi pada Pemilu 2024, maka kualitas demokrasi Indonesia akan matang. 
Dengan demikian, Indonesia akan bergabung ke kelompok negara-negara dunia yang berhasil melakukan transisi 
demokrasi secara sistematis.

Sumber: LAB 45 (2022)



111

L
e
m

h
a
n

n
a
s
 R

I Penutup



112

L
e
m

h
a
n
n

a
s
 R

I

Proyeksi Risiko Global 2023

AMERIKA SERIKAT

KANADA

Peringkat Sovereign Debt
Vulnerability Scorecard 2022

11-20
1-10

21-30
31-40
41-50

Ekonomi

Politik Keamanan

Krisis Energi Eropa

Krisis Pangan Akibat Konflik dan 
Cuaca Ekstrem 

Inflasi tinggi memicu 
instabilitas sosial

Ancaman Default Kemunculan varian baru
Covid dan ancaman

pandemi baru
Perang dagang dan rivalitas 

teknologi

Resesi Amerika 
Serikat Memicu 
Krisis Ekonomi 

Global

Disrupsi rantai pasok 
seiring dengan 

pemulihan Tiongkok

Ancaman Perang 
Siber 2023

Peningkatan Aktivitas 
Senjata Nuklir

Instabilitas politik menjelang 
transisi kekuasaan

Eskalasi Konflik 
Ukraina menjadi 

Perang NATO-Rusia Ancaman friksi dan
konflik terbuka

Stabilitas Fiskal 
dan Moneter 

Stabilitas Politik 
2023-2024 

Pada tahun 2023, dunia diprediksi 
akan mengalami resesi. Dinamika 
politik, militer, ekonomi, dan 
lingkungan berpotensi membuat 
kondisi resesi semakin parah.

Secara khusus, studi probabilitas 
default dilakukan terhadap 
41 negara berkembang. Studi 
selama periode 12 bulan ke 
depan tersebut, menunjukkan 
bahwa sebelas negara memiliki 
probabilitas gagal bayar di 
atas 10%, diantaranya adalah 
Argentina, Ekuador, dan 
Ethiopia. Beberapa negara, 
seperti Pakistan dan Ghana, 
tengah mencari atau bahkan 
telah menerima dukungan dari 
Dana Moneter Internasional 
(International Monetary Fund, 

IMF) sebagai langkah untuk menahan risiko penularan hal serupa ke negara lain. Sementara itu, negara-negara 
dengan ekonomi yang lebih besar, seperti Brazil, India, Indonesia, dan Meksiko, lebih kebal bahkan ketika terjadi 
peningkatan tekanan terhadap negara-negara yang rentan.

Sumber: Economist Intelligence Unit (2022)
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Pertumbuhan X Inflasi X Kurs Indonesia

*Prediksi IMF per Oktober 2022
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Laju Inflasi Indonesia Terkini
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Batas Bawah dari Bank Indonesia

Kondisi stagflasi di beberapa negara maju telah berubah menjadi ancaman resesi ekonomi global. Kenaikan harga energi 
dan pangan akibat konflik Rusia-Ukraina juga mulai berdampak kepada peningkatan inflasi domestik. Lebih lanjut, kebijakan 
pengetatan moneter di Amerika Serikat akan berdampak kepada penurunan konsumsi dan investasi. Studi IMF memproyeksikan 
pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami perlambatan pada tahun 2023 dan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,2% 
hingga tahun 2027.

Kebijakan bauran antara fiskal dan moneter menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dari gejolak makroekonomi global. Ruang 
fiskal masih cenderung tersedia meskipun terjadi lonjakan utang yang signifikan pada tahun 2020. Di sisi lain, volatilitas nilai 
tukar Rupiah akan mempengaruhi inflasi dan pertumbuhan ekonomi ke depan.

Sumber: Bank Indonesia (2022)
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Kapasitas Ekonomi Indonesia 
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Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Pengganguran Inflasi

Manajemen Risiko Instabilitas Ekonomi
Stabilitas Nilai Tukar Rupiah
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Overvalue

Undervalue

Meskipun menghadapi situasi inflasi yang tinggi dan perlemahan nilai tukar, Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan 
ekonomi hingga kuartal II 2022. Akan tetapi, Indonesia perlu bersiap karena tengah dihadapkan pada potensi perlambatan 
pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan penurunan permintaan dan konsumsi rumah tangga akibat kenaikan harga. Di 
saat yang bersamaan, kondisi ketenagakerjaan belum sepenuhnya pulih seperti sebelum pandemi COVID-19. 

Sumber: Fred Institute (2022) Sumber: Bank Indonesia (2022)
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Pemulihan/
Ekspansi

Ekonomi 
Ideal

Stagflasi Resesi/
Kontraksi

Pertumbuhan
Ekonomi

Perlambatan
Ekonomi

Inflasi Terjaga
Nilai Tukar

Stabil

Inflasi Tinggi
Nilai Tukar
Melemah

• Menambah bantuan sosial
• Menjaga suku bunga rendah

Resesi/
Kontraksi

• Menambah bantuan sosial
• Menambah subsidi
• Menaikkan suku bunga

Stagflasi

• Reformasi struktural ekonomi
• Reformasi fiskal
• Menjaga suku bunga rendah

Ekonomi
Ideal 

• Ekonomi berorientasi ekspor
• Menjaga subsidi
• Menaikkan suku bunga

Pemulihan/
Ekspansi

Sumber: LAB 45 (2022)

Skenario Pemulihan Ekonomi
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Simulasi Empat Skenario
Keluar dari Middle-Income Trap

Rata-rata pertumbuhan
2022-2047 : 14,79%

Rata-rata pertumbuhan
2022-2047 : 14,20%

Moderat: 10,46%

Pesimis: 8,19%
Realistis: 5,00%
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Optimis Moderat Pesimis Realistis Ambang Batas Berdasarkan Eichengreen, Park, dan Shin (2013) dan 
Ayiar et al. (2013) dalam Pruchnik dan Zowczak (2017), 
ambang batas bagi perekonomian suatu negara 
untuk keluar dari middle-income trap adalah Produk 
Domestik Bruto (PDB) per-Kapita, Paritas Daya Beli 
(Dolar Amerika Serikat Konstan) sebesar 15.000 
Dolar Amerika Serikat. Dengan rerata pertumbuhan 
ekonomi setidaknya sebesar 10,46%, Indonesia 
dapat menjadi negara high-income pada tahun 
2027. Sebagai catatan, untuk mewujudkannya, 
dibutuhkan lonjakan harga komoditas yang lebih 
dari tren saat ini dan investasi sebesar Rp799,6 triliun 
per tahun. 

Dalam skenario realistis, Indonesia baru keluar dari middle-income trap pada tahun 2047. Penyusunan skenario realistis 
menggunakan angka pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir, yakni sebesar 5,19%. Selain itu, penyusunan skenario turut 
melihat bahwa Geo V belum menjadi fokus Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Jika Geo V menjadi fokus Indonesia ke 
depan, terdapat potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi realistis. Meskipun 
dengan potensi ini, Indonesia masih sulit untuk keluar dari middle-income trap pada tahun 2027. 

Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk berfokus pada kapasitas Geo V karena berpotensi mengeluarkan Indonesia lebih 
awal dari middle-income trap sehingga terjadi penguatan ketahanan nasional dan kapasitas geopolitik. Kajian lebih lanjut 
diperlukan untuk mengeksplorasi potensi ini secara lebih mendalam.

Sumber: LAB 45 (2022)
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III I

IV II

Angsa Hitam

Angsa Putih

Gagak Putih

X

Stabilitas Global

Global V
KONEKTIVITAS

Global R

Tarung Global
PATAHAN

Ketahanan Tangguh
Transformasi Ekonomi

Konsolidasi Demokrasi
Kerawanan Strategis
Economic 2.0

Regresi Demokrasi
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Global

Global
R

PATAHAN
GLOBAL

Regresi
Demokrasi

Kerawanan
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Skenario 2045

III I

IV II

Angsa Hitam

Angsa Putih

Gagak Putih

X

Stabilitas Global

Global V
KONEKTIVITAS

Global R

Tarung Global
PATAHAN

Ketahanan Tangguh
Transformasi Ekonomi

Konsolidasi Demokrasi
Kerawanan Strategis
Economic 2.0

Regresi Demokrasi

Proyeksi optimis atas kapasitas Geo V beserta lima pilar prioritas pembangunan nasional ditawarkan sebagai inisiasi awal 
untuk merancang proyeksi geopolitik Indonesia hingga tahun 2045. Proyeksi optimis ini dapat dicapai melalui suatu kerangka 
kerja ketahanan nasional yang berdimensi krisis dan tata kelola kelembagaan. Perhatian terhadap krisis, baik global maupun 
nasional, serta keberadaan tata kelola kelembagaan yang baik akan mendorong pembangunan Indonesia yang tidak patah 
dan tetap berjalan menuju skenario terbaik (Angsa Putih), yakni lompatan kapasitas sebagai kekuatan geopolitik utama di 
kawasan Asia Timur.  Namun, optimisme tentang lompatan kapasitas geopolitik tersebut hanya akan menjadi mimpi jika konsepsi 
ketahanan nasional gagal menangkap pergeseran arah pertarungan geopolitik global. 

Skenario PatahSkenario Angsa Putih
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